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Nama Penulis : Ahmad Husain
Nim : 50400108020
Judul Skripsi : Fungsi Manajemen Dakwah Dalam Pngelolaan Wakaf di
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa
Dalam skripsi ini dikaji secara mendalam tentang fungsi manajemen dakwah
dalam Meningkatkan Pengelolaan wakaf di Kecamatan Bontonompo Kabupaten
Gowa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya manajemen dakwah
dalam meningkatkan pengelolaan wakaf serta mengetahui upaya-upaya yang
dilakukan seorang Nadzir didalam pengembangan dan peningkatan Pengelolaan
wakaf serta mengetahui peranan pemerintah dan faktor yang menjadi penghambat
didalam pengembangan dan peningkatan pengelolaan wakaf di Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kec. Bontonompo Kab.
Gowa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi manajemen dakwah
dalam meningkatkan pengelolaan Wakaf.
Dalam penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang
dianggap relevan dan  akurat yang berkenaan dengan pembahasan skripsi ini, yaitu
dengan memilih populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, kemudian
dalam pelaksanaan penelitian diterapkan metode pengumpulan data dengan
menggunakan teknik kepustakaan dan penelitian lapangan yakni dengan melakukan
observasi terlebih dahulu untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi di lapangan
serta dengan menggunakan teknik wawancara dimana penulis di dalam mendapatkan
data-data menggunakan pedoman kuisioner untuk memperoleh informasi berupa
fakta yang terangkai dalam pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk
dijawab.
Sehingga dari penelitian tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa Wakif dan




A. Latar Belakang Masalah
Wakaf merupakan suatu lembaga ekonomi Islam yang eksistensinya sudah
ada semenjak awal kedatangan Islam. Terbukti dalam perjalanan sejarah lembaga
wakaf menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan-kegiatan ekonomi
pemerintahan Islam (kekhalifahan). Seiring dengan runtuhnya sistem kekhalifahan
yang ada, maka peranan wakaf dalam sektor ekonomi juga memudar. Bahkan pada
akhirnya, kegiatan lembaga ini, karena berbagai alasan, ditinggalkan umat Islam dan
digantikan peranannya oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya.1
Wakaf juga merupakan lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan,
bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. Masalah perwakafan ini
terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi
pengelolaan, pengembangan, maupun pemanfaatannya.2 Bahkan sekarang harta
benda wakaf juga mengalami perkembangan dengan dibolehkannya wakif
mewakafkan dengan benda bergerak berupa uang, logam mulia, surat berharga, hak
atas kekayaan intelektual, dan lain-lain.
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu
meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan
menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tapi juga memiliki kekuatan ekonomi
1 Michael Dumper, Wakaf Muslimin di Negara yahudi (Jakarta: Lentera, 1999), h. 2.
2 Ibid., h. 3
2yang berpotensi. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda
wakaf tidak terpelihara, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara
melawan hukum. Keadaan itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan
nazhir tetapi karena juga sikap masyarakat yang masih kurang peduli atau belum
memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi unuk kepentingan
umum.3
Sampai saat ini, di Indonesia memang masih sedikit harta wakaf yang dikelola
secara produktif. Wakaf umumnya masih berupa benda-benda konsumtif yang malah
menimbulkan masalah biaya pemeliharaan harta wakaf tersebut. Menurut data
Departemen Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya dan
menjadi peluang yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi umat di masa
mendatang. Sebagai contoh, cukup banyak tanah wakaf yang bisa dibangun gedung
pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasil penyewaan gedung
dapat digunakan untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang
ada disekitarnya.
Walaupun demikian hal-hal yang penting dalam perwakafan harus tetap
menjadi perhatian, misalnya fuqahā menyepakati persyaratan wakaf, yaitu tujuannya
harus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allh swt, pengelola wakaf harus
mengusahakan agar manfaat wakaf terus berlanjut atau berulang, sebab wakaf
3Adijani Al-Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia; dalam teori dan peraktek (Jakarta: PT.
Raja Grafindo, 2002), h. 3.
3mengandung makna pemanfaatan secara berulang, karena hal ini terkandung dalam
pengertian “sadaqah jariyah”. Wakaf ini merupakan salah satu bagian hukum Islam
yang memerlukan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. Tanpa adanya aturan-
aturan pelaksana dalam suatu sistem hukum nasional, ia tidak akan mendapat
penerimaan yang layak dan efektif dalam masyarakat. Jadi, negara dapat mengatur
wakaf ini melalui peraturan perundang-undangan agar berlaku efektif di masyarakat
dan dikelola serta dikembangkan secara produktif, sehingga wakaf tidak hanya
bermanfaat untuk kegiatan ibadah mahdah saja tetapi dapat lebih luas lagi, di
antaranya sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan.4
Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan
bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakaf
telah wafat. Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak
membantu pengembangan dakwah Islam di berbagai belahan dunia. tak terkecuali
Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan. pondok pesantren maupun masjid di
Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf.
Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda-benda
wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf
dalam bentuk  misalnya wakaf uang yang penggunaannya disamping untuk
kepentingan tersebut juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan
usaha produktif kaum lemah.
4Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah Upaya
Progresif Untuk Kesejahteraan Umat (Jakarta: Mitra Abadi Pres, 2006). h, 6.
4Contoh di atas hanyalah berupa kekayaan benda wakaf tidak bergerak. Jika
benda wakaf tunai sudah dijalankan, maka kekuatan ekonominya akan sangat
dahsyat. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk
muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-
rata 0,5 juta-10 juta per bulan. Bayangkan jika warga yang berpenghasilan 0,5 juta
sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 60 ribu. Maka
tiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Sungguh potensi yang sangat luar biasa.
Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan diinvestasikan
pada sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah.
Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu. Wakaf
tunai sangat tepat memberikan jawaban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan
membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Ia sangat potensial menjadi
sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat utang dan
ketergantungan luar negeri.
Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan
mengurangi pengangguran. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan
memperkuat fundamental ekonomi. Karena itu, dalam rangka mengembangkannya,
wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai kegiatan
sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi
beban.
5Wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum
tuntas dan belum selesai seratus persen walaupun perangkat peraturan
perundangannya telah cukup banyak dan menjanjikan. Kasus-kasus menguapnya
sejumlah harta wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, khususnya di
Kelurahan Bontonompo, membuktikan bahwa masih banyak masalah yang harus
segera dipecahkan.
Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf,
sesungguhnya dapat memberikan harapan yang cukup cerah dalam uapaya
penyelamatan dan pemberdayaan serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan
masyarakat secara umum. Akan tetapi sosialisasi dan pelaksanaannya sampai
sekarang belum tampak menggembirakan. Barangkali lokakarya wakaf ini
merupakan salah satu wujud dari sosialisasi dan upaya pelaksanaan undang-undang
tersebut, serta upaya pengembangannya secara maksimal.
Untuk tujuan itu, kiranya patut direnungkan bersama dan sekaligus perlu ada
komitmen bersama pula untuk mewujudkan wakaf di Kelurahan Bontonompo sebagai
andalan dalam rangka kesejahteraan masyarakat muslim secara riil dan merata.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah
yang akan diselidiki dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
61. Apa Fungsi Manajemen Dakwah dalam meningkatkan Pengelolaan wakaf di
Kecamatan Bontonompo ?
2. Sejauh mana peranan pemerintah di dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa ?
3. Hambatan apa saja yang di hadapi dalam pengelolaan wakaf Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa ?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini bertempat di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
Peneliti akan berusaha mencari data yang otentik mengenai fungsi manajemen dalam
Pengelolaan wakaf dan usaha Nadzir dalam meningkatkan Pengelolaan Wakaf di
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Peneliti juga berusaha mencari data
melalui, para pihak pengelola Wakaf.
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dan agar
lebih memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam topik skripsi
ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata yang dianggap
perlu.
Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan
melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam
melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.5
5 http:// www. wartawarga.gunadarma.ac.id /2012/6/28/ makalah-manajemen.html
7Manajemen dapat diartikan suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan
mengatur sesuatu agar sesuatu yang dimanage tersebut dapat berjalan secara efektif
dan berhasil.6
Dakwah dapat diartikan secara etimologi berasal dari bahasa Arab dari kata:
Da’aa – Yad’uu – Da’watan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak atau
menjamu.7
pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan
memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan
organisasi yang telah ditentukan.8
Wakaf adalah instrumen ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan
fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan) dan persaudaraan (ukhuwah).
Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi
pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah swt.9 yang diharapkan
abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan
terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat
pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (social benefit).
6 Mochtar Effendy, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam (Jakarta: PT.
Bharata Karya Aksara, 1986), h. 9.




9Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, op. cit., h. 7.
8D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dalam rangka usaha untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini dan
mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka
perlu dikemukakan tujuan dan kegunanaan penelitian. Adapun tujuan penelitian
antara lain adalah:
a. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan fungsi manajemen dakwah dalam
meningkatkan pengelolaan wakaf di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
b. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pengelolaan wakaf di Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa.
c. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menjadi hambatan dalam
pengelolaan wakaf di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan penelitian dapat disebutkan antara lain adalah:
a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada tingkat strata (S1)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah di Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar.
b. Memberikan pemahaman yang jelas bagi masyarakat bahwa wakaf itu sangat
bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu berguna pula bagi pembaca
yang ingin mengetahui lebih rinci mengenai fungsi manajemen dakwah dan cara
pengelolaan wakaf secara produktif.
9c. Diharapkan skripsi ini dapat memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk
memperluas wawasan keintelektualan.
d. Memberikan konstriusi ilmiah dalam rangka pengembangan tentang cara
pengelolaan wakaf secara produktif.
E. Garis-garis Besar Isi Skripsi
Pada bagian ini penulis memberikan gambaran singkat isi skripsi ini,
sehingga dapat diketahui dengan jelas. Skripsi ini terdiri dari lima Bab dan masing-
masing bab mempunyai sub-sub yang saling berhubungan.
Bab I, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,
defenisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian dan garis besar isi sikripsi.
Bab II, Tinjauan Pustaka, uraiannya tentang pengertian Manajemen Dakwah
dan Wakaf, Fungsi-fungsi manajemen Dakwah dan Dasar Hukum Wakaf.
Bab III, Yang akan dibahas tentang Metode  Penulisan yang mencakup
pembahasan Populasi dan Sampel, Instrumen Penelitian, kemudian membahas
tentang Prosedur pengumpulan data dan diakhiri dengan pembahasan Tehnik Analisa
data.
Bab IV, akan dibahas tentang hasil penelitian yang mencakup pembahasan
tentang Sejauh manakah penerapan fungsi manajemen dakwah dalam Meningkatkan
pengelolaan wakaf di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, selanjutnya Sejauh
manakah peranan pemerintah di dalam pengelolaan wakaf di Kelurahan Bontonompo
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Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, dan masalah apa saja yang di hadapi
dalam pengelolaan wakaf Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
Bab V, merupakan bab penutup yang didalamnya  membuat kesimpulan yang
telah dikemukakan dari bab-bab sebelumnya, dan terakhir dikemukakan implikasi




A. Konsep Dasar Manajemen Dakwah
1. Pengertian Manajemen
Kata manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu management yang berarti
tata laksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Kata manajement dari kata kerja to
manage yang sinonimnya antara lain to band berarti mengurus, to control berarti
memeriksa, to guide berarti memimpin. Jadi apabila dilihat dari asal katanya
manajemen berarti penguasa, pengendalian, memimpin dan membimbing.1
Dari sudut istilah, manajemen berasal dari kata kerja” manage”. Kata ini,
menurut kamus The Random House Dictionary of the English Languange, College
Edition, berasal dari bahasa Italia “ manegg( iare)” yang bersumber pada perkataan
Latin “ manus” yang berarti “ tangan”. Secara harfiah manegg (iare) berarti “
menangani atau melatih kuda”, sementara secara maknawiah berarti “ memimpin,
membimbing atau mengatur”. Ada juga yang berpendapat bahwa manajemen berasal
dari kata kerja bahasa Inggris “ to manage” yang sinonim dengan to hand, to control,
dan to guide (menguruss, memeriksa, memimpin). Untuk itu, dari asal kata ini
manajemen dapat diartikan pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing.2
1Echols, Jhon M dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1993),
h.56
2Mochtar Effendy, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Agama Islam (Jakarta: PT.
Bharata Karya Aksara, 1986), h. 9.
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Manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain
(Management is getting done through other people).3 Definisi tersebut kelihatannya
masih belum lengkap, karena manajemen sebagai penggerak dalam organisasi itu
untuk mencapai tujuan. Di samping itu, perlu juga dijelaskan bagaimana orang-orang
lain itu mencapai tujuan melalui kerja sama. Oleh karena itu, definisi yang kemudian
berkembang adalah bahwa “ manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui
kegiatan-kegiatan dan kerja sama orang lain”.4
Dari segi istilah, banyak rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli di
bidang ilmu manajemen. Rumusannya berbeda-beda, hal ini di dasarkan pada sudut
pandang dan latar belakang pengetahuan yang berbeda, walupun pada hakekatnya
pengertiannya adalah sama.
Menurut Manullang, bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian
yakni: Pertama, manajemen sebagai suatu proses. Kedua, manajemen sebagai suatu
kolektivitas. Dan ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.5
Menurut Simamora, bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan
baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan.6
Buchari Zainun, bahwa manajemen dalam konsep populernya berarti suatu upaya
atau proses upaya seorang pimpinan dengan satu kewenangan tertentu untuk
3Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan ( Jogjakarta: Ar- Ruzz Media,
2008), h. 15.
4Sotopo, Administrasi Manajemen dan Organisasi (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia, 1999), h. 13.
5Manullang, M. Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Gadjah Mada University Press.2005), h.3
6Hendri Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusi, (Yogyakarta: STIE YPKN, 1993), h.3
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mewujudkan sesuatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya
yang ada dan yang sudah dikuasai pimpinan itu, terutama sumber daya manusia yang
berada di bawah kekuasaannya.7 Demikian halnya Hasibuan, bahwa manajemen
adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.8 Bila makna manajemen lebih ditekankan pada masalah tanggung jawab,
pembagian kerja dan efisiensi, maka hal tersebut tidak jauh berbeda dengan makna
QS. Al-Zalzalah/99:7-8, yang menjelaskan tentang pentingnya setiap orang





Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebajikan seberat atom pun,
niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan
perbuatan jahat sebesar atom pun, niscaya dia akan melihat balasannya
pula.
Pernyataan lain dikemukakan oleh Wahdjosumidjo, bahwa manajemen adalah
proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-
anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.9 Susilo Martoyo, bahwa pada
7Buchari Zainun, Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara
Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.11
8Hasibuan, Melayu S.P, Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi. Jakarta: Bumi
Aksara, 2002), h.2
9Wahdjosumidjo, dalam Syam’un dan Hamriani, Buku Daras Manajemen Dakwah
(Makassar: Alauddin Pers, 2011), h.5
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hakikatnya manajemen adalah suatu kerja sama orang-orang untuk mencapai suatu
tujuan yang telah disepakati bersama dengan sistematis, efisien, dan efektif.10
Setelah mengemukakan berbagai definisi tentang manajemen, maka
dikemukakan komponen-komponen yang menjadi landasan ilmu manajemen itu
sendiri.  Secara garis besar terdapat tujuh komponen dasar yang melandasi ilmu
manajemen yakni:
1) Manajemen memiliki tujuan yang ingin dicapai.
2) Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
3) Manajemen merupakan proses yang sistimatik, terkoordinasi, komperatif dan
integrasi dalam pemanfaatan ilmu-ilmu manajemen.
4) Manajemen dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih dalam melakukan
kerja sama pada suatu organisasi.
5) Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung
jawab.
6) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi planning, organizing, staffing
directing, Controlling, dan
7) Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan.11
Berdasarkan beberapa pengertian tentang manajemen yang telah di
kemukakan diatas, maka dapat dipahami bahwa manajemen adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan pencapaian
10Martoyo, Susilo Manajemen Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: BPFE, 2000), h.7
11Hasibuan, op.cit., h.3
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tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya yang dibutuhkan.
2. Pengertian Dakwah
Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa arab dari kata: : ﺎﻋد– ﻮﻋﺪﯾ-
ةﻮﻋد yang berarti memanggil, menyeru, mengajak  menjamu.12
Dakwah secara etimologi tersebut dapat ditemukan dalam Q.S Ali Imran (3) :







Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar13; merekalah orang-orang yang beruntung.
H.S.M. Nasaruddin Latif mendefinisikan dakwah sebagai: setiap usaha atau
aktifitas dengan lisan atau tulisan dan lainnya, yang bersifat menyeru, mengajak,
12Muhammad Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah
al-Qur’an, 1997),  h. 127
13Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah
segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.
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memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah swt, sesuai dengan
garis-garis aqidah dan syari;at akhlak Islamiya.14
H.M Arifin, mengemukakan bahwa, dakwah ialah suatu kegiatan ajakan , baik
dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar
dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individual maupun
secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran,
sikap. Penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama sebagai massage yang
disampaikan kepadanya tanpa unsur-unsur paksaan.15
H.H. Qurais h Shihab, menyatakan bahwa, dakwah adalah seruanatau ajakan
kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik
terhadap pribadi maupun masyarakat.16
Menurut Asmuni Syukur, bahwa istilah dakwah dapat diartikan dari dua segi
atau dua sudut pandang, yakni istilah dakwah yang persifat pembinaan dan istilah
dakwah yang bersifat pembangunan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk
mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu hal yang telah adfa sebeluimnya.
14 HSM. Nasaruddin Latif, Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah (Jakarta: Firma Dara, tt),
h.11
15 H.M Arifin, Psikolog Dakwa, Cet. II; Jakarta:  Bumi Aksara, 1993), h. 6.
16H.M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Cet.IX;Bandung: Mizan, 1995), h.194
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Sedangkan pengembangan berarti suatu kegiatan yang mengarah kepada
pembaharuan atau mengadakan sesuatu hal yang belum  ada.17
Apa yang menjadi tujuan dakwah, hanya akan terwujud apabila seluruh proses
kegiatan terselenggara secara terencana teratur. Dengan demikian, Munir dan Wahyu
Ilahi,  bahwa inti dari manajemen dakwah adalah sebuah pengaturan secara sistematis
dan kordinatif dalam kegiatan suatu aktivitas yang dimulai dari sebelum pelaksanaan
sampai akhir dari kegiatan dakwah.18
Setelah mengemukakan gambaran tentang manajemen dan dakwah, maka
dapat ditarik suatu pemahaman bahwa antara manajemen dan dakwah itu sendiri.
masing masing merupakan suatu proses kegiatan bersama dan terencana, serta
mempunyai cita-cita dan tujuan.
3. Tujuan Manajemen Dakwah
Sebelum lebih jauh dikemukakan tujuan dan kegunaan manajemen dakwah,
maka terlebih dahulu penulis memberikan gambaran tentang perumusan tujuan itu
sendiri. Oleh karena itu, menurut A.S. Wahyudi bahwa penentuan tujuan sangat
penting dilakukan agar langkah-langkah yang hendak dilakukan menjadi terarah
(tidak tersesat) akhirnya  dapat melakukan efesiensi dalam pelaksanaannya.19
17 Asmuni Syukur, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Surabaya: AlIhlas, 1983) h.20.
18M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah (Cet.II; Jakarta:  Kencana, 2009), h. 36-37.
19A.S. Wahyudi, Manajemen Strategi, Pengantar, Proses Berpikir trategi (Cet. I; Jakarta:
Bina Rupa Aksara, 1996) h. 38
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Berhubung karena tujuan merupakan landasan dan arah setiap kegiatan
organisasi. Tujuan merupakan landasan untuk menentukan kebijaksanaan  organisasi,
dalam membentuk struktur yang akan dicapai,  tata kerja serta aktivitas-aktivitas yang
harus dilaksanakan.
Tujuan organisasi, jika dilihat dari sudut tujuannya dikenal organisasi
perusahaan (buisness organization) dan organisasi sosial (publik organization).
Organisasi perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba dan prinsip kegiatannya
ekonomi rasional. Organisasi sosial bertujuan memberikan pelayanan, sedang prinsip
kegiatannya ialah pengabdian sosial.20
Persoalan yang termasuk penting dalam hal ini  adalah adanya tujuan yang
yang jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang dalam  organisasi,  berhubung
karena tujuan yang jelas dan dapat dipahami, pada gilirannya akan memudahkan
tujuan organisasi tersebut akan diterima. Ada beberapa hal diterimanya tujuan
organisasi menurut  Widjaja yakni: Pertama, Mengetahui apa yang diharapkan oleh
organisasi dari masing-masing mereka. Kedua, dapat memahami apa yang mereka
harapkan dari organisasi. Ketiga, dapat menilai apakah tujuan organisasi itu selaras
dengan tujuan pribadi mereka. Keempat, jika belum selaras, maka dapat meneruskan
apakah mereka akan tingkatkan organisasi tersebut..21
20Malayu  S. P. Hasibuan, op. cit, h. 6
21A. W. Wijaya, op. cit,  h. 39
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Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa tujuan
organisasi pada hakikatnya merupakan integrasi dari berbagai tujuan terutama tujuan
individu atau anggota organisasi dan tujuan organisasi secara keseluruhan atau tujuan
yang menjadi sebab utama dibentuknya suatu organisasi. Yang lebih jelasnya  bahwa
tujuan  organisasi  adalah segala sesuatu  yang  ingin dicapai oleh  organisasi dan
para anggotanya secara individual.
Tujuan tersebut dapat terwujud, sangat tergantung bagaimana pengelolan dan
pemanfaatan berbagai sumber daya dalam organisasi terutama sumber daya manusia.
Oleh karena demikian  untuk mencapai tujuan manajemen diperlukan tindakan
kolektif dalam bentuk kerja sama. Sehingga masing-masing angggota lembaga atau
organisasi itu memberikan andil dan sumbangan menurut fungsi dan tugas masing-
masing.
Berbagai hal seperti yang telah dikemukakan di atas, hanya akan terwujud
sesuai apa yang menjadi harapan, kalau pelaksanaan dakwah diatur dengan berbagai
metode, yang tentu saja sesuai dengan kehendak manajemen dakwah itu sendiri.
4. Fungsi-fungsi Manajemen Dakwah
Manajemen mempunyai beberapa tugas dan kegiatan yang harus
dilaksanakan. Dan tugas-tugas tersebut dinamakan fungsi manajemen yang saling
terkait, terpadu, dan terkontrol.
Fungsi-fungsi Manajemen Dakwah, antara lain sebagai berikut.
a. Perencanaan Dakwah/Planning
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Perencanaan dakwah adalah hal yang sangat penting, dengan demikian akan
dikemukakan jenis-jenis perencanaan dakwah meliputi: rencana strategis vs rencana
operasional, rencana jangka pendek vs rencana jangka panjang, rencana yang
mengarahkan (directional) vs rencana khusus, rencana sekali  pakai. Mengikuti teori
perencanaan dalam dunia manajemen modern, pada penerapan kegiatan dakwah
yakni, Menetapkan serangkaian tujuan dakwah. Merumuskan keadaan saat ini.
Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Mengembangkan rencana dakwah
untuk pencapaian tujuan.
Dengan perencanaan, penyelenggaraan dakwah dapat berjalan secara lebih
terarah dan teratur rapi. Hal ini biasa terjadi, sebab dengan pemikiran secara masak
mengenai hal-hal apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara melakukannya
dalam rangka dakwah itu, maka dapatlah dipertimbangkan kegiatan-kegiatan apa
yang harus mendapatkan prioritas dan didahulukan dan mana kegiatan-kegiatan yang
harus dikemudiankan. Atas dasar inilah maka kegiatan-kegiatan dakwah itu dapat
diurutkan dan diatur sedemikian rupa, tahap demi tahap yang mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.22
Berhubung karena begitu pentingnya perencanaan pada proses dakwah, maka
terasa penting dikemukakan berbagai jenis perencanaan. Dengan demikian, Menurut
Munir dan  Wahyu Ilahi bahwa, kalau merujuk pada ilmu manajemen, maka macam-
macam rencana dalam organisasi diukur menurut luasnya strategi (lawan operasional)
22 A. Rosyad Shaleh, op. cit, h. 48,49
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kerangka waktu (jangka pendek lawan jangka panjang) kekhususan pengarahan lawan
khusus, dan frekuensi penggunaan. Jenis-jenis perencanaan dakwah meliputi:
1. Rencana strategis vs rencana operasional
Rencana strategis merupakan rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi,
yaitu menentukan sasaran umum organisasi dan berusaha menempatkan organisasi
tersebut kedalam lingkungannya. Sedangkan rencana operasional adalah rencana
yang menempatkan rincian tentang cara mencapai keseluruhan tujuan organisasi.
Letak perbedaan kedua rencana tersebut terletak pada kerangka waktu, jangkauan,
dan mencantumkan rangkaian sasaran organisasi yang telah ditentukan. Posisi
dakwah dalam rencana ini adalah mencakup sudut pandang yang lebih luas karena
mencakup segala aspek kehidupan. Pada akhirnya rencana strategis mencakup
perumusan sasaran, sementara rencana operasional mengasumsikan adanya sasaran.
Jadi, rencana operasional merumuskan cara-cara untuk mencapai sasaran tersebut.
2. Rencana jangka pendek vs rencana jangka panjang
Rencana jangka pendek adalah rencana dengan asumsi kerangka waktu paling
tidak selama satu tahun. Sedangkan rencana jangka panjang adalah rencana dengan
kerangka waktu tiga tahun keatas. Untuk jangka menengah adalah periode waktu
diantara keduanya.
Dalam program organisasi dakwah klasifikasi waktu ini biasa berlangsung
sangat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan umat atau kondisi yang berlaku dalam
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hal ini sebuah organisasi dapat merancang batas waktu berapa saja yang diinginkan
untuk tujuan-tujuan perencanaan.
3. Rencana yang mengarahkan (directional) vs rencana khusus
Rencana khusus adalah sebuah rencana yang telah dirumuskan dengan jelas
serta tidak menyediakan ruang bagi interpretasi. Misalnya seorang manajer dakwah
untuk lebih gencar menggalakkan program dakwahnya, karena melihat kondisi
masyarakat tertentu yang menkhawatirkan. Langkah yang harus dilakukan oleh
manajer tadi dalam menyusun sebuah rencana dengan menentukan prosedur-prosedur
tertentu, mengalokasikan anggaran, dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan untuk
mencapai sasaran tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan rencana secara khusus
akan tetapi, perlu diperhatikan dalam rencana-rencana khusus ini terdapat beberapa
kekurangan, karena dalam rencana khusus ini dibutuhkan kemampuan memprediksi
tentang segala hal. Oleh karenanya sebuah manajemen harus fleksibel dalam
menanggapi perubahan-perubahan yang sifatnya tak terduga.
Sedangkan pada rencana/directional lebih menekankan pengidentifikasian
garis-garis pedoman umum rencana-rencana itu memberikan fokus, tetapi tidak
mengunci para manajer ke dalam sasaran khusus atau berupa rangkaian tindakan.
Jadi, rencana directional adalah rencana yang fleksibel yang menetapkan apada
pedoman umum namun perlu diingat sisi negatif dari rencana directional adalah
hilangnya kejelasan pada rencana khusus.
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4. Rencana sekali pakai
Rencana sekali pakai atau yang biasa disebut dengan frekuensi penggunaan
adalah rencana yang digunakan sekali saja yang secara khusus dirancang untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan situasi khusus dan diciptakan sebagai respons
terhadap-terhadap keputusan-keputusan yang tidak terprogram yang diambil oleh
para manajer. Kebijakan dari rencana adalah rencana tetap, yaitu rencana-rencana
yang tetap ada memberikan bimbingan bagi kegiatan yang dilakukan secara berulang-
ulang dalam organisasi.23
Untuk itu agar proses dakwah dapat memperoleh hasil yang maksimal
perencanaan merupakan sebuah keharusan. Takhthith dakwah merupakan starting
point dari aktifitas manajerial dalam sebuah kegiatan berupa hal-hal yang terkait
dalam memperoleh hasil yang maksimal. Bagaimanapun sempurnanya suatu aktifitas
manajemen tetaplah membutuhkan sebuah perencanaan, tanpa adanya rencana maka
tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usha
mencapai tujuan. Perencanaan inilah menjadi fungsi utama dalam da’wah yang
merupaka dasar dan titik tolak dari kegiatan pelaksanaan selanjutnya.24
Azhar Arsyad, mengemukakan bahwa:
Perencanaan adalah proses penyusunan dalam penetapan tujuan-tujuan
dan bagaimana menempuhnya atas proses identifikasi kemana akan
menuju dan bagaimana cara anda untuk menempuh tujuan tersebut. Anda
23 M. Munir dan Wahyu Ilahi, op.cit, h. 110-113
24Didin Hafiluddin dalam , Ibid,  h. XIV
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harus dapat mengukur apa dan bagaimana mencapai tujuan yang anda
canangkan.25
Menurut Faisal Alif, bahwa defenisi mengenai perencanaan luar biasa
banyaknya disebabkan terletak pada kenyataan bahwa kegiatan merencanakan
ditemukan dalam semua ungkapan kehidupan sehari-hari, seseorang yang selalu tidak
merencanakan segala sesuatu yang akan diperbuatnya dianggap tidak sistematis.
Setiap orang yang menyusun rencana berarti menetapakan sejumlah langkah ke depan
dalam pikirannya, yang harus menuju ke arah suatu hasil tertentu.26
Proses Planning (perencanaan) merupakan langkah awal dari proses
manajemen yang lainnya. Terdapat beberapa defenisi tentang pleaning (perencanaan)
sebagai berikut:
1) Planning adalah proses membandingkan, menilai, memilih alternatif yang baik
dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan bersama.
2) Planning adalah proses estimasi kemungkinan yang akan datang, menilai
kemampuan yang dimilikiuntuk mencapai kemungkinan itu.
3) Planning adalah kegiatan yang berdasarkan intelegensi.
4) Planning adalah pengambilan keputusan untuk memilih berbagai kemungkinan
yang ada.
25Azhar Arsyad, Pokok-Pokok Manajemen. (Cerebon Timur Yogyakarta: Pustaka Pelajar),h.
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26Inu Kencana Syafiie, Al-Qur’an dan Ilmu Administrasi (Cet. I; Jakarta: Renika Cipta,
2000), h.61
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5) Planning adalah suatu proses yang rasional, dengan menggunakan fakta masa lalu
dan dugaan masa depan untuk menggambarkan pikiran masa yang akan datang.27
Menurut Ibnu Syamsi bahwa merencanakan berarti memikirkan dan membuat
langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan kerja nyata
direalisasikan. Adapun maksudnya adalah agar pelaksanaan dapat berjalan dengan
baik: sistematis, tidak ada yang tumpang tindih (overlapped) dan tidak ada yang
terlewatkan (gap). Dalam perencanaan itu ditetapkan apa saja yang harus
dilaksanakan, mengapa itu harus dilakukan, dimana hal itu harus dilakukan, kapan
pelaksanaannya, oleh dan untuk siapa, bagaimana caranya, dan berapa biayanya.28
Menurut Cunnigman yang dikutip oleh Pidata dalam bukunya Perencanaan
Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan Sistem, mengatakan perencanaan adalah
menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi dan asumsi-
asumsi untuk masa yang akan datang untuk tujuan menvisualisasikan hasil yang
diinginkan, urutkan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang
dapat diterima yang akan digunakan dalam pencapaian.29
Pada beberapa literature tentang administrasi dan manajemen, ada suatu
kesepakatan dari ahli yang mengatakan bahwa perencanaan dikaji dengan agak
mendalam, maka di dalam kegiatan perencanaan menurut Siagian ada beberapa ide
pokok:
27Sri Wiludjeng, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: 2007), h.57-58
28Ibnu Syansi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen (Jakarta: Renika Ccipta, 1994), h.73
29 Made Pidarta, Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan Sistem (Jakarta:
Rineka Cipta, 1990),h. 51.
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a. Perencanaan pada hakekatnya merupakan kegiatan berpikir karena
merencanakan memang didahului  oleh konseptualisasi usaha sebelum
bertindak.
b. Perencanaan merupakan kegiatan pengambilan keputusan sekarang tentang
hal-hal yang akan dilaksanakan di masa depan.
c. Perencanaan berarti meletakkan dasar-dasar rasionalitas untuk berbagai usaha
di masa mendatang dengan maksud dan tujuan mempengaruhi dan
mengendalikan arah perubahan yang diduga akan terjadi.
d. Perencanaan merupakan proses pemilihan dan usaha menghubung-
hubungkan untuk dijadikan bahan dalam membuat berbagai pra anggapan
mengenai masa depan akan dihadapi untuk kemudian dituangkan dalam
usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
e. Perencanaan juga berarti pengalokasikan yang sistematis akan rasional dari
berbagai sarana dan prasarana kerja yang sifatnya terbatas untuk memperoleh
hasil yang maksimal.30
Salah satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai fungsi organik
manejerial yang pertama ialah karena perencanaan merupakan langkah kongkret yang
pertma-tama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Artinya, perencanaan
30 Sondang P. Siagian, Perencanaan Pembangunan Nasional ( Jakarta: CV. Masagung,
1988), h. 57
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merupakan usaha kongkretisasi langkah-langkah yang harus ditempuh yang dasar-
dasarnya telah diletakkan dalam strategi organisasi.31




(3) Pengindentifikasian kemudahan dan hambatan
(4) Pengembangan rencana untuk mencapai tujuan
b. Pengorganisasian Dakwah/Organizing
Penempatan fungsi pengorganisasian segera setelah perencanaan, merupakan
hal yang logis karena suatu rencana yang telah tersusun dengan rapi dan ditetapkan
berdasarkan berbagai macam perhitungan tidak terlaksana dengan sendirinya.
Artinya, adanya rencana tidak dengan sendirinya mendekatkan organisasi kepada
tujuan yang ingin dicapai. Organisasi sebagai wadah/tempat di mana berbagai
kegiatan itu akan diselenggarakan, tetapi juga tata krama yang harus ditaati oleh
setiap orang dalam organisasi dalam interaksinya dengan orang-orang lain, baik
dalam satu satuan kerja tertentu maupun antar kelompok yang ada.32
Defenisi sederhana pengorganisasian ialah “keseluruhan proses
pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung
jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan
31Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.49
32Sondang P.Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial, Ibid, h.81
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sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditentukan sebelumnya”.33
Pengorganisasian menurut Gibson dalam Syaiful Sagala, meliputi semua
kegiatan manajerial yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang direncanakan
menjadi suatu struktur tugas, wewenang dan menentukan siapa yang akan
melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tugas yang diinginkan organisasi.34
Dalam pengorganisasian bukan hanya mengindentifikasikan jabatan dan menetukan
hubungan. Namun yang paling penting adalah mempertimbangkan orang-orangnya
dengan memperhatikan kebutuhannya agar berfungsi dengan baik. Pendapat ini
mengagambarkan bahwa ada empat syarat yang harus dipertimbangkan dalam
pengorganisasian, yaitu legitimasi ( legitimacy), efesiensi (efficiency), keefektifan
(effectiveness), dan keunggulan ( excellence).35
Menurut Terry dalam Widjaya Kusuma istilah pengorganisasian berasal dari
kata, organism (organisme) yang merupakan sebuah entitas dengan bagi-bagian yang
terintegritas sedemikian rupa sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi
oleh hubungan mereka terhadap keseluruhan.36 Pengertian lebih lengkap diberikan
Kadarman, menurutnya pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian
pengertian sebagai proses penetapan struktur peran-peran melalui penentuan
aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan
33Sondang P. Siagian, op. cit., h. 81
34Syaiful Sagala, op. cit., h. 50.
35Made Pidarta, op. cit ., h. 18.
36 Karabet Widjaja Kusuma, op. cit., h. 127
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bagian-bagiannya, pengelompokkan, aktivitas-aktivitas penegasan kelompok-
kelompok aktivitas kepada manajer-manajer, pendelegasian wewenang untuk
melaksanakannya, pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi,
baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.37
Ada beberapa pokok atau prinsip yang dapat dipedomani atau diperhatikan
yaitu prinsip pengorganisasian atau organisasi mempunyai tujuan yang jelas, tujuan
organisasi dapat dipahami dengan jelas oleh setiap anggota organisasi, tujuan
organisasi harus dapat diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa pengorganisasian
merupakan rangkaian upaya pembagian dan pengadaan alat-alat, tugas dalam rangka
pencapaian tujuan tertentu. Menurut Nawawi bahwa ada beberapa asas-asas yang
perlu diperhatikan dalam fungsi pengorganisasian yaitu (1) fungsional, (2)
mengembangkan pembagian kerja, (3) mengatur pelimpahan wewenang, (4)
mencerminkan rentang control, (5) mengandung kesatuan arah, (6) fleksibel dan
seimbang.38
Ada beberapa aspek penting yang perlu dikatahui dalam pengorganisasian
yaitu: (1) adanya sekelompok orang bekerja sama, (2) adanya tujuan tertentu yang
ingin dicapai, (3) adanya pekerjaan yang akan dkerjakan, (4) adanya penetapan dan
37Ibid., h. 129.
38Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan
(Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 95
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pengelompokkan pekerjaan, (5) adanya wewenang dan tanggung jawab, (6) adanya
pendelegasian wewenang, (7) adanya tata tertib yang harus ditaati.39
Kegiatan dakwah adalah kegiatan social, artinya selalu terkai dengan sumber
daya manusia (subyek dan obyek dakwah, demikian juga sumber daya lainnya, yang
bermaksud merubah situasi kesituasi yang lebih baik, maka pengorganisasiannya
menjadi sesuatu yang mutlak.
Kegiatan dakwah diorganisasikan, karena penanganan yang baik berkaitan
dengan cara pembagian tugas secara  tepat, terpadu dan terarah. Proeses
pengorganisasian dakwah memiliki berbagai pengertian. Istilah pengertian dapat
digunakan untuk menunjukkan hal-hal antara lain:
1. Cara dai atau organisasi dakwah merancang suatu upaya dakwah yang
efektif sesuai dengan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki.
2. Bagaimana dai atau organisasi dakwah mengelompokkan atau
mengategorisasikan kegiatan-kegiatannya berdasarkan pertimbangan
tertentu.
3. Cara da’i atau organisasi dakwah membagi tugas-tugas dakwah yang harus
dilaksanakan.40
Pengorganisasian dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas
menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah
39Boy Hasan, Pelaksanaan Fungsi dan Manajemen Sekolah terhadap Kinerja Guru dan
Pegawai Tata Usaha ( Makassar: UNM, 2005),h. 16.
40Asep Muhiddin dan Agus Ahmad Safei, op.cit, h. 135,136
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dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan
serta menetapkan dan menyusun jalinan kerja  diantara  satuan-satuan organisasi
atau  petugasnya41 Demikian juga, Didin Hafiluddin dan Henri Tanjunng bahwa,
pengorganisasian, penyusunan, dijelaskan bagaimana pengelolaan rencana itu, yakni
dilakukannya pembagian aplikatif dakwah dengan lebih terperinci (spesifik).42
Defenisi tesebut menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah
pertama ke arah pelakasanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. Dengan
demikian adalah suatu hal yang logis pula apabila pengorganisasian dalam sebuah
kegiatan akan menghasilkan sebuah organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu
kesatuan yang kuat. 43
Dalam organisasi dakwah, sarana-sarana manajemen  dapat ditetapkan sesuai
dengan kondisi yang berkembag, oleh karena itu, pengelola dan penyelenggara
organisasi dakawah harus mampu menganalisa penomena yang terjadi dalam
masyarakat, dan selanjutnya menetapkan apa yang harus dilakukan.
Terkait dengan persoalan yang dimaksud, ada beberapa sarana manajemen
dakwah yang dapat menjadi factor penentu keberhasilan dalam mengatur aktivitas
dakwah, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Munir dan Wahyu Ilahi antara lain
sebagai berikut:
41 A. Rasyad, op.cit, h. 77
42Didin Hafiluddin dan Henri Tanjung, Manajemen Syari’ah Dalam Peraktik, (Jakarta: Gema
Insani Press, 2002), h. 78
43 Munir dan Wahyu Iiahi. Op. cit, h. XV.
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1. Tersedianya informasi
2. Adanya kemudahan komunikasi antara bawahan dan atasan.
3. Adanya intensif  yang dapat memotifasi para aktivis dakwah
4. Kepercayaan yang timbal balik antara para da’i dan mad’u yang kemudian
menimbulkan hubungan persaudaraan secara ekstern. Sedangakan secara
intern  dibutuhkan disiplin yang patuh di antara para aktivis dakawah
dengan spirit kerja sama.
5. Mengetahui potensi-potensi yang dimilki oleh para da’i dan
mengembangkannya sesuai dengan potensinya.
6. Menentukan  keahlian dan otoritas, sehingga pelaksanaan aktivis dakawah
tidak tumpan tindih, disamping kejelasan orientasi dakwah tersebut, baik
dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek.44
Denagan memahami maknah tentang pengorganisasian dakwah,  menurut, ada
beberapa langkah tentang pengorganisasian dakwah, menurut A. Rasyad shaleh
adalah  berikut:
1. Membagi bagi dan menggolong-golongkan tindakan-tindakan dakwah
dalam kesatuan-kesatuan tertentu.
2. Menentukan dan merumuskan tugas dari masing-masing  kesatuan, serta
menempatkan pelaksana atau da’i untuk melaksankan tugas tersebut.
3. Memberikan wewenang kepada masing-masing pelaksana.
4. Menetapkan jalinan hubungan.45
44 M. Munir dan Wahyu Ilahi, op.cit, h. 74
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Sebuah pengorganisasian yang dilakukan secara baik dan sempurna, memiliki
beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:
1. mengatur kerja sama dengan baik
2. mencegah kelambatan kerja dan kesulitan kerja
3. mencegah kesimpang siuran
4. menentukan pedoman-pedoman dalam kegiatan manajemen
Dari pengertian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
pengorganisasian adalah suatu tindakan yang dilakukan seorang pemimpin dalam
menentukan orang-orang yang akan menjalankan tugas-tugas dalam suatu organisasi
atau lembaga.
c. Penggerakan Dakwah /Actuating
Fungsi ketiga manajemen adalah pelaksanaan atau penggerakan (actuating),
yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melaksanakan
pengorganisasian dangan memiliki struktur organisasi termasuk tersediannya personil
sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit/satuan kerja yang dibentuk. Di antara
kegiatannya adalah melakukan pengarahan( commanding),bimbingan (direction) dan
komunikasi (communication). Menurut Sondang P. Siagian:
Menggerakkan dapat diartikan sebagai keseluruhan usaha, cara tekhnik
dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan
ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi
dengan efisien, efektif, dan ekonomis.46
45Rasyad Saleh, op.cit, h 79
46Sondang  P. Siagian, op. cit., h. 128
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Pengerakan dakwah merupakan inti dari mnajemen dakwah, karena dalam
proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini,
pemimpin menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-
aktivitas dakwah yang telah direncanakan, dan dari sinilah semua aktivitas dakwah
akan terealisir, dimana fungsi-fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan
para pelaku dakwah.47
Tindakan pemimpin dakwah dalam menggerakkan para pelaku dakwah untuk
melakukan suatu kegiatan itu disebut penggerakan. Bagi proses dakwah penggerkan
mempunyai arti dan peranan yang sangat penting. Sebab diantara fungsi-fungsi
manajemen pengerakan merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan
manusia (pelaksana). Dengan fungsi penggerakan inilah, maka ketiga fungsi
manajemen dakwah yang lain baru akan efektif.
Perencanaan dakwah misalnya, baru akan mempunyai arti, bilamana terdapat
tenaga pelaksana yang bersedia merealisir rencana tersebut dalam bentuk egiatan-
kegiatan nyata. Tampa adanya pelaksana, tentulah rencana dakwah sekalipun telah
dipormulasi secara baik., hanya akan baik di atas kerja saja. Disinila fungsi
penggerakan yang perperan sebagai pendorong tenaga pelaksana untuk segera
melaksanakan program-program dan rencana kegiatan adalah sangat penting.
Demikian halnya fungsi pengorganisasian dakwah, baru akan efektif bilamna
ada tenaga pelaksana yang bersedia melakukan kerja sama. Tampa kesediaan para
47 M. Munir dan Wahyu Ilahi, Op. cit, h. 139
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pelaksana untuk memberikan partisipasinya, maka proses pengorganisasian dakwah
tidak akan mempunyai arti apa-apa.  Sedangkan funsi pengendalian dakah baru juga
dapat dilakukan bilamana ada kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan oleh
pelaksana. Tampa adanya kegiatan nyata, tentulah tidak diperlukan pengendalan.48
Dalam proses penggerkan dakwah, kegiatan-kegiatan dakwah diharapkan
akan terakomodir samapai kepada sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu, ada
beberapa hal dari proses pergerakan dakwah yang menjadi perhatian utama untuk
memenuhi harapan yang dimaksud antara lain:
a. Pemberian Motivasi
Istilah motivasi berasal dari kata latin yaitu motifus yang berarti sebab, alasan
dasar, pekerjaan dasar, dorongan bagi seseorang untuk berbuat atau ide pokok yang
selalu berpengaruh besar terhadap tingkah laku manusia.49
W.J. Standon dalam Mangkunegara, bahwa suatu motiv adalah kebutuhan
yang diistimulasi yang berorientasi pada tujuan individu dalam mencapai rasa puas.50
Demikian halnya Terry, bahwa motivasi diri sendiri timbul dari keinginan
yang mendalam untuk mencapai tujuan tertentu, apapun halangan yang harus
dialaminya. Pemikiran dan tindakan yang positif, bersama dengan keinginan yang
48 Rosyad Shaleh, op. cit, h.101
49 Kartini Kartono, Psikologi Sosial Untuk Manajemen Perusahaan dan Industri (Jakarta:
Rajawali, 1979), h. 151
50 A.A. Anwar Prabu mangkunegara, Manajemen Suber daya manusia Perusahaan (Cet.I;
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 93
36
harus melekat pada arah tujuan suatu tindakan, juga merupakan faktor-faktor
motivasi.51
Penggerakan dakwah bermaksud mendorong adanya keinginan dan kemauan
para pelaksana untuk melakukan kegiatan-kegiatan dakwah dengan penuh
kesungguhan. Hal ini hanya mungkin terwujud bila mana pimpinan dakwah mampu
memberikan motivasi, membimbing moongoordinir dan menjalin pengertian terhadap
para pelaksana dakwah serta selalu ada upaya meningkatkan kemampuan dan
keahliannya.
Dengan demikian, pemberikan  motivasi adalah kegiatan yang mutlak
dilakukan oleh pimpinan dakwah dalam rangka penggerakan dakwah, sebab tampa
pelaksanaan tersebut, pelaksana-pelaksana dakwah tidak merasa termotivasi dari luar
dirinya.
b. Melakukan Bimbingan.
Dalam pelaksanaan kerja yang baik dan benar dipergunakan kepemimpinan
yang dapat berfungsi:
a) Membimbing bawahan.
b) Membangkitkan semangat bawahan.
c) Mendorong bawahan agar maju.
d) Menerangi pikiran bawahan dengan pengetahuan.
e) Menyenangkan bathin baeahan sesuai aturan
51 George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen. Alih Bahasa Oleh J. Smith D.F.M, (Jkarta:
PT. Bumi Aksara,2003), h. 130
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f) Memberikan pedoman kerja yang baik.
g) Menegakkan perauran
h) Memberikan sangsi apabila salah.
i) Memberikan penghargaan apabila berperestasi.
j) Mengsi waktu kosong dengan hal-hal yang bermanfaat.
k) Memberikan suri telaan yang baik.52
Disamping perlunya pembangkitan semangat pengabdian para pelaksana
dakwah, tidak kalah pentingnya adalah membimbing dan mengarahkan kegiatan-
kegiatran yang dimaksud pada sasaran yang telah ditetapkan. Para pelaksana,
terutama yang berada pada unsur-unsur atau kesatuan-kesatuan tingkat bawah, karena
banyak terlibat pada soal-soal yang sifatnya routine maka akan  banyak permasalahan
sosial kemasyarakatanmenjadi temuan disekeliling mereka. Sehingga kemungkinan-
kemungkinan yang dapat timbul dimasa datang, hal yang demikian sangat besar
pengurhnya bagi proses dakwah. Oleh karena itu, pihak pimpinan penyelenggara
dakwah yang memiliki ruang lingkup pananganan yang lebih luas dan jauh kemasa
ynag akan datang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para
pelaksana dakwah, sehingga segala gerak dan aktivitasnya senantiasa tepat, sesuai
dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.
52Inu Kencana Syafiie, Alquran dan Ilmu Administrasi (Cet. I; Jakarta: Renika Cipta,2000), h.
69
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c. Penjalinan hubungan yang baik.
Penyelengaraan dakwah, yang usaha dan kegiatannya mencakup berbagai hal
yang sangat luas, mutlak memerlukan jalinan hubungan kerjasama yang terkoordinir,
Degan adanya jalinan  hubungan yang dilakukan oleh pimpinan tehadap para
pelaksana dalam organisasi dakwah,  baik antara mereka yang ada dalam satu
kesatuan (dalam Bidangnya sendiri), maupun antara satu kesatuan (bidang) dengan
bidang yang lain hal yang demikian, dapat terhindar dari kemungkinan  terjadinya
kesimpang siuran dan kekacauan.
d. Penyelenggaraan komunikasi.
Penyelenggaraan komunikasi adalah salah satu factor yang penting pada
pengerakan dakwah. Oleh karena demikian dibutuhkan adanya komunikasi yang
efektif. Menurut Abu Sujak bawa, komunikasi yang efektif  dengan dukungan saluran
yang jelas dan lancer kan dapat mendukung tercapainya feesiensi aktivitas fisik,
efektitas waktu dan kecepatan arus informasi dalam suatu organisasi.53
Menurut Colley dalam Onong, bahwa komunikasi sebagai mekanisme yang
menyebabkan adanya hubungan antar manusia dan yang memperkembangkan semua
lambang fikiran bersama-sama dengan sarana untuk menyiarkannya dalam ruang dan
merekamnya dalam waktu.54
53Abu Sujak, Kepemimpinan Manajer; Eksistensi dalam Prilaku Orhanisasi (cet.I; Jakarta:
Rajawali, 1990), h.85
54Onong Uchjana Effendi, Kepemimpinan dan Komunikasi (Cet.VI; Bandung: Mandar Maju,
1992), h.55
39
Dari uraian di atas  jelaslah bahwa penggerakan itu merupakan fungsi yang
sangat penting, bahkan menentukan proseas jalannya kegiatatan kegiatan yang telah
direncanakan.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggerakan sesungguhnya
adalah inti dari  manajemen dakwah itu sendiri.
d. Pengawasan atau pengendalian Dakwah /Controlling
Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah
satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan
koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar
dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.
Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, yang dibutuhkan
untuk menjamin agar semua keputusan, rencana dan pelaksanaan kegiatan mencapai
tujuan dengan hasil yang baik dan efisien.55
Lebih lanjut Ibnu Syam bahwa menyatakan, bahwa pengendalian merupakan
proses untuk membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya;
mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap ke mungkinan penyimpannya,
menemukan penyebabnya kemudian membetulkannya. Dari uraian tersebut kemudian
diketahui unsur-unsur pengendalian, yaitu: (1) pembandingan pelaksanaan dan
standarnya; (2) mengukur pelaksanaa dengan standarnya; (3) mengadakan identifikasi
55 Ibnu Syamsi, op. cit, h. 148.
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kemungkianan penyimpangannya dan mengadakan anlisis tethadap ,penyebabnya,
dan (4) membetulkan penyimpanan apabila ditemukannya.56
Sementara Handoko berpendapat bahwa langkah-langkah yang tepat
ditempuuh dalam melakukan kegiatan pengawasan yaitu:
1) Penetapan standar pelaksanaan
2) Penetapan pengeluaran pelaksanaan
3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4) Perbandingan pelaksanaan kegiatan
5) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.57
Pada organisasi dakwah pengendalian dapat dimaksudkan sebagai sebuah
kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan
menggerakkan tindakan korektif.
Pelaksanaan pengendalian operasi dakwah dilakukan terintegrasi dari suatu
organisasi dakwah, dan dalam pengendalian ini selalu disertakan upaya-uapaya
perbaikan yang berkelanjutan.
Pengawasan menjadi sangat strategis sekali apabila setiap orang dalam
organisasi harus menyadari pentingnya pengawasan aagar tidak terjadi
penyimpangan. Namun perlu digaris bawahi nilai-nilai Islam mengajarkan secara
mendasar mengenai pengawasan tertinggi atas perbuatan dan usaha manusia baik
56 Ibnu Syamsi, op. cit, h. 148,149,150
57 T. Hani Handoko, Manajemen . Edisi II (Cet. XIII: Yogyakarta: BPEF Yogyakarta, 1998),
h. 363
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secara individual maupun secara organisatoris adalah Allah Swt. Pengawasan dari
Allah Swt. adalah terletak dari sifat Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat.
Pengendalian manajemen dakwah lebih bersifat komprehensif dimana lebih
mengarah pada upaya yang dilakukan manajemen agar tujuan organisasi tercapai.
Dalam hal ini unsur-unsur yang terkait, meliputi detector, selector, efektor, dan
komunikator. Unsur-unsur tersebut satu sama lain akan saling berkaitan yang akan
membentuk suatu jalinan proses kerja. Bagi organisasi dakwah dalam melakukan
pengendalian perlu adanya sebuah acuan normative yang berdasarkan Al-Qur’an dan
as-Sunnah. Dalam konteks ini, Islam melakukan koreksi terhadap kekeliruan
berdasarkan atas:
1. Tawa shau bi al-haqqi (saling menasihati atas dasar kebenaran dan norma
yang jelas). Tidak mungkin sebuah pengendalian berlangsung dengan baik
tanpa norma yang baik. Norma dan etika itu ttidak bersifat individual,
melainkan harus disepakati bersama dengan aturan-aturan yang jelas.
2. Tawa shau bi shabri (saling menasihati datas dasar kesabaran). Pada
umumnya, seorang manusia saling mengulangi kesalahan yang pernah
dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan tawa shau bis shabri atau berwasiat
dengan kesabaran. Koreksi yang diberikan tidak cukup sekali, namun harus
dilakukan secara berulang-ulang. Dalam konteks inilah pentingnya sebuah
kesabaran.
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3. Tawa shau bi al-marhamah (saling menasihati atas dasar kasih saying).
Tujuan dilakukan pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah
seseorang jatuh terjerumus pada suatu yang salah.58
Pengendalian juga dimaksudkan untuk membantu para manajer/pemimpin
dakwah dalam memonitor perubahan obyek dakwah baik individu maupun kelompok,
perubahan lingkungan, dan pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi.
Pengawasan bukanlah dasar atau jalan bagi pemimpin untuk memberi
hukuman pada bawahannya, tetapi pengawasan sebagai dasar bagi pemimpin untuk
menentukan kebijakan dan mengambil keputusan yang strategis membawa organisasi
ke arah yang lebih berkualitas dan lebih baik.
Menurut pandangan penulis pengawasan dapat memberikan nilai positif dan
berpotensi membangkitkan motivasi kerja setiap individu khususnya para personal
dalam organisasi sehingga tujuan-tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat
terealisasi dengan baik.
Berdasarkan uraian tentang fungsi manajemen yang telah di kemukakan di
atas, maka dapat dipahami bahwa ilmu manajemen sangat penting. Agar fungsi wakaf
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien serta efektif, sehingga dalam berbagai kasus
harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke
tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Efesien ini dimaksudkan dalam
menilai keberhasilan mencapai tujuan sudah diperhitungkan seberapa besar resorsis
58 Munir dan Wahyu, op. cit, h. 171-172
43
yang dikorbankan semakin besar perbandingan keuntungan dibandingkan dengan
biaya berarti semakin besar efisiensinya. Atau kita bekerja dengan cara dimana
semua sumber yang ada dimanfaatkan, sehingga tidaklah percuma. Sedangkan efektif
berarti melaksanakan sesuatu dengan; benar cara dan waktu yang tepat.
B. Konsep Wakaf
1. Sejarah Wakaf
a. Masa Rasulullah SAW
Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena
disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Kemudian
syariat wakaf dilakukan oleh Umar bin Khathab disusul oleh Abu Thalhah yang
mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh
sahabat Nabi lainnya.
b. Masa Dinasti-Dinasti Islam
Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan
Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf dan wakaf
tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal
untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, membayar gaji
para guru dan lain-lain. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah
menarik pehatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk
membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin
Ghar al-Hadhramity pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat tertarik
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dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri
sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah
yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir , bahkan di seluruh
negara Islam. Pada saat itu, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah,
yang pengelolaannya di bawah Departemen Kehakiman.
Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan
“Shadr al-Wuquuf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga
wakaf. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup
mengembirakan, di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf
dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal).
2. Pengertian Wakaf
Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu, waqafa, yaqifu, dan
waqfan, yang berarti berhenti, berdiri, menahan, atau diam.59 Dalam istilah syara’
secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan
dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya
berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan
itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, dan sejenisnya. Sedangkan
cara pemanfaatannya adalah digunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf
(Wakif) tanpa imbalan.
Wakaf menurut bahasa arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja
habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan.
59Yunus Muh. Kamus Bahasa Arab (Jakarta; PT Ida Karya Agung, 1976).
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Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” yang berarti mewakafkan harta
karena Allah. Sedangkan menurut syarak wakaf adalah “menahan harta yang
mungkin diambil manfaatnya tampa menghabiskan atau merusakkan bendanya
(a’innya) dan digunakan untuk kebaikan.60
Kamus Besar bahasa Indonesia mendefinisikan wakaf dengan “Tanah negara
yg tidak dapat diserahkan kpd siapa pun dan digunakan untuk tujuan amal”, “Benda
bergerak atau tidak bergerak yg disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sbg
pemberian yg ikhlas: tanah -- ini disediakan untuk madrasah atau masjid” dan
“Hadiah atau pemberian yg bersifat suci”.
Perkataan waqf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari
kata kerja bahasa Arab waqafa berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan
sesuatu. (Fyzee. 196l – 76 ).
Dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan
“Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syariah”.
Dalam Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf tersebut telah
membagi wakaf dalam dua bentuk yakni :
60Adijani Al-Alabij, S.H, Perwakafan Tanah Di Indonesia, dalam teori dan peraktek (Jakarta:
PT.RajaGrafindo,1989),h. 25.
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1) wakaf benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah baik yang sudah maupun
belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah , tanaman
dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun,
benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan
perundang.undangan yang berlaku,
2) Benda bergerak yakni harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi,
meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan
intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundang.undangan yang berlaku. Antara lain tunduk pada Undang
Undang nomor 41 tahun 2004 beserta aturan pelaksanaannya Peraturan pemerintah
42 tahun 2006.
Dari Undang Undang tersebut, ditentukan enam unsur yang menjadi rukun
wakaf yaitu :
a) Wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta benda nya.
b) Nadhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola
dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannnya.
c) Harta benda Wakaf yaitu harta benda yang memeliki daya tahan lama dan atau
manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi secara syariah yang
diwakafkan oleh wakif
d) Ikrar Wakaf yaitu pernyataan kehendak yang diucapkan secara lisan atau tertulis
dan / atau tulisan kepada Nadhir untuk mewakafkan harta bendanya miliknya.
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e) Peruntukan harta benda wakaf sekalipun tidak dirumuskan secara jelas namun
dirumuskan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
f) Jangka waktu wakaf dalam UU tersebut dirumuskan berbeda dengan ketentuan
sebelumnya yakni selamanya atau untuk waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kejahteraan umum menurut
syariah.
Pengertian Wakaf menurut ahli Fiqh adalah sebagai berikut.61
1. Menurut Imam Abu Hanifah
Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif
dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu
maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan
menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut
menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah
“menyumbangkan manfaat”.
2. Menurut Imam Malik
Wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif,
namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan
kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban
menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.
3. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hambal
61http// www.cara pedia.co/Definisi Wakaf menurut para ahli.html. (27 juni 2012)
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Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif,
setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja
terhadap harta yang diwakafkan. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut
tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
4. Menurut Imam Nawawi
wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga
keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya
disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada
Allah SWT.
Para ulama telah berbeda pendapat mengenai arti wakaf secara istilah
(hukum), hal itu sesuai dengan perbedaan mahzab yang telah dianutnya. Adapun
pendapat masing-masing mahzab adalah sebagai berikut.
a. Menurut Mazhab Syafi’I, antara lain
1) Wakaf menurut Imam Nawawi, “Menahan harta yang dapat diambil
manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya
dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada
Allah”.
2) Wakaf menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah, “Menahan harta
yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan
memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang
dibolehkan”.
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b. Menurut Mahzab Hanafi
1) Wakaf menurut A. Imam Syarkhasi, “Menahan harta dari jangkuan
kepemilikan orang lain (habsul mamluk `an al-tamlik min al-ghair)”.
2) Al-Murghiny mendefinisikan wakaf ialah menahan harta di bawah tangan
pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah (habsulaini ala
maliki al-Wakif wa tashaduq bi al-manfa’ab).
c. Menurut Mazhab Malikiyah
Ibn Arafah mendefinisikan wakaf ialah memberikan manfaat sesuatu, pada
Batas waktu keberadaannya, bersamaan tepatnya wakaf dalam kepemilikan si
pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).
3. Dasar hukum Wakaf
a. Menurut Al-Quran
Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf
secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang
digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada
keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara













Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian
dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu.62






Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.63









Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah
melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.64
(Q.S. Al-Haj /22:77 )
62 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan (Semarang: PT.Karya Toha
Putra, 1996), h.35
63 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan, Ibid., h. 49








Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat
kemenangan.65







Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah









65 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan, Ibid., h. 272
66 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan, Ibid., h. 272
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Terjemahnya:
Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,
dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka
beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat.
Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan
harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat
261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan
diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.
b. Hadits
Sumber hukum selanjutnya yaitu dari hadits Nabi, di antara hadis yang
menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar
bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk
Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan
menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah;
 َﺒَﺣ َْﺖﺌِﺷ ْنِإ : َلﺎَﻗ ُ ﮫْﻨِﻣ يِﺪْﻨِﻋ ُﺲَﻔَْﻧأ َﻮُھ ﱡﻂَﻗ ًﻻﺎَﻣ ْﺐُِﺻأ ْﻢَﻟ َﺮَﺒْﯿَﺨِﺑ ﺎًﺿَْرأ ُﺖْﺒََﺻأ ّﻲِﻧِإ ! ِ ﱠ َ َﺖْﺴ
 َأ َﻻَو , ُثَرُﻮﯾ َﻻَو ,ﺎَُﮭﻠَْﺻأ ُعَﺎُﺒﯾ َﻻ ُﮫﱠَﻧأ [َﺮْﯿَﻏ[ ,ُﺮَﻤُﻋ ﺎَِﮭﺑ َقﱠﺪََﺼَﺘﻓ : َلﺎَﻗ ﺎَﮭِﺑ َﺖْﻗﱠﺪََﺼﺗَو ,ﺎَﮭَﻠْﺻ , ُﺐَھُﻮﯾ
 َو ,ِﻞِﯿﺒﱠﺴَﻟا ِﻦْﺑاَو ,ِ ﱠ َ  ِﻞﯿِﺒَﺳ ﻲِﻓَو ,ِبﺎَﻗ ِّﺮَﻟا ﻲِﻓَو ,ﻰَﺑُْﺮﻘَْﻟا ﻲِﻓَو ,ِءاَﺮَُﻘﻔَْﻟا ﻲِﻓ ﺎَﮭِﺑ َقﱠﺪََﺼﺘَﻓ َﻻ ,ِﻒْﯿ ﱠﻀﻟا
 ٌﻖَﻔﱠﺘُﻣ ًﻻﺎَﻣ ٍل ِّﻮََﻤﺘُﻣ َﺮْﯿَﻏ ( ً ﺎﻘﯾِﺪَﺻ َﻢِﻌُْﻄﯾَو , ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟﺎِﺑ ﺎَﮭْﻨِﻣ َﻞُْﻛﺄَﯾ َْنأ ﺎَﮭَﯿِﻟَو ْﻦَﻣ ﻰَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ ,ِﮫْﯿَﻠَﻋ
 ُﺐَھُﻮﯾ َﻻَو ُعَﺎُﺒﯾ َﻻ ,ِﮫِﻠَْﺻِﺄﺑ ْقﱠﺪََﺼﺗ ) : ِّيِرﺎَُﺨﺒْﻠِﻟ ٍﺔَﯾاَوِر ﻲِﻓَو ٍﻢِﻠْﺴُﻤِﻟ ُﻆْﻔﱠﻠﻟاَو ُهُﺮََﻤﺛ ُﻖَﻔُْﻨﯾ ْﻦَِﻜﻟَو ,
Artinya:
”Dari Ibnu umar Radhiyallahu ‘anhu ia berkata “Umar bin Khattab
memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata,
“Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya
tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya.
Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?” maka
53
Rasulullah bersabda “Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan
manfaat atau faedahnya.” Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh
dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir
miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang
berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia
boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya,
seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai
sumber pendapatan”.
Hadits lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim dari Abu Hurairah:
ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ َﻊََﻄﻘِْﻧا ُنﺎَﺴْﻧ َِْﻹا َتﺎَﻣ َاِذإ ) : َلﺎَﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠ َ  َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر َةَﺮْﯾَﺮُھ
( ُﮫَﻟ ﻮُﻋَْﺪﯾ ٍﺢَﻟﺎَﺻ ٍَﺪﻟَو َْوأ ،ِﮫِﺑ َُﻊَﻔﺘُْﻨﯾ ٍﻢْﻠِﻋ َْوأ ، ٍﺔَﯾِرﺎَﺟ ٍﺔََﻗﺪَﺻ : ٍثََﻼﺛ ْﻦِﻣ ﱠﻻِإ ُُﮫﻠَﻤَﻋ ُﮫْﻨَﻋﻢِﻠْﺴُﻣ ُهاَوَر
Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah bersabda
“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal
perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu
pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang
mendoakannya.”
c. Ijma’
Disyariatkannya wakaf ini juga ditunjukkan oleh ijma’, sebagaimana
diisyaratkan oleh al-Imam at-Tirmidzi ketika menjelaskan hadits Umar tentang
wakaf. Beliau berkata, “Ini adalah hadits hasan sahih. Para ulama dari kalangan para
sahabat Nabi dan yang lainnya telah mengamalkan hadits ini. Di samping itu, kami
tidak menjumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang terdahulu
di antara mereka tentang dibolehkannya mewakafkan tanah dan yang lainnya.” (Jami’
al-Imam at-Tirmidzi)
4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Wakaf
a. Asas Keabadian Manfaat.
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Suatu benda wakaf bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat
paling tidak ada empat hal dimana benda wakaf akan mendapat nilai pahala yang
terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu:
1. Benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak.
2. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu
sendiri.
3. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Atau bisa
dibahasakan dengan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi nilai
intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf itu sejatinya lebih mementingkan fungsi
untuk orang lain daripada benda itu sendiri.
4. Benda wakaf tidak mengarahkan bahaya bagi orang lain dan juga wakif
sendiri.
b. Asas Pertanggungjawaban
Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah didasarkan pada:
1. Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuaannya.
2. Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang
memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan
jenjang organisasi kenazhiran.
3. Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan
ketentuan-ketentuan hukum yangberlaku.
4. Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral
masyarakat.
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c. Asas Profesionalitas Manajemen
Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita terkait dengan
manajemen jika dilakukan dengan mengikuti sifat yang dimiliki oleh Nabi, yaitu:




d. Asas Keadilan Sosial
Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya
semangat menegakan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan
umum. Yang terpenting dari ajaran wakaf adalah ia bukan suatu perbuatan sosial
yang hanya nampak kepada sifat kedermawanan seseorang tanpa adanya sebuah
bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
Keadilan sosial ekonomi menekankan adanya keseimbangan yang bersifat
timbal balik dan terbebasnyadari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang terpangkal
dari kepincangan kesejahteraan ekonomi. Pemilik harta kekayaan meskipun diperoleh
dari hasil sendiri, tetapi tidak boleh dipergunakan secara bebas tanpa batas, harus
mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial dan tidak menimbulkan kerugian
bagi orang lain.
5. Perkembangan Wakaf Di Beberapa Negara Muslim
a. Mesir
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Pada awalnya, Hakim Mesir di zaman Hisyam bin Abd Malik yang bernama
Taubah bin Namir yang pertama kali melakukan wakaf berupa tanah untuk
bendungan. Pada masa kekuasaan Muhammad Ali Pasha tahun 1891 M, aset-aset
wakaf tidak teratur. Lalu pemerintah berinisiatif membentuk “Diwan al Awqaf” yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus harta wakaf secara produktif.
Perkembangan berikutnya pada 20 November 1913 “Diwan al Awqaf” menjadi
departemen yang diurus langsung oleh kementrian (wazarah al awqaf).
Pada mulanya di Mesir masih terdapat bentuk wakaf yang dilakukan oleh dan
untuk keluarga atau bahkan pribadi. Tetapi pada tahun 1946 pemerintah Mesir
mengeluarkan UU yang mengatur bahwa semua wakaf keluarga diubah bersifat
sementara. Baru pada tahun 1952, sebuah peraturan baru diluncurkan yang mengatur
tentang tidak diperbolehkannya wakaf pribadi kecuali untuk tujuan derma. Sampai
pada tahun 1971 pemerintah Mesir membentuk Badan Wakaf yang bertugas
melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan dan program pengembangan
wakaf.
b. Arab Saudi
Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi
Wakaf dengan ketetapan No. 574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan Surat
Keputusan Kerajaan No. M/35 tanggal 18 Rajab 1386. Majelis Tinggi Wakaf diketuai
oleh Menteri Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf mempunyai wewenang untuk
membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam
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mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan
manajemen wakaf.
Wakaf di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel, tanah,
rumah, dan lain-lain. Dari macam-macam harta wakaf tersebut ada yang diwakafkan
untuk dua kota suci (Mekkah dan Madinah). Dengan pengertian segala manfaat yang
diperoleh diperuntukan bagi pembangunan kedua kota suci itu seperti membangun
perumahan penduduk, membangun sejumlah hotel di seputar Masjidil Haram yang
diniatkan untuk melayani kebutuhan jamaah haji.
c. Yordania
Secara administratif, pelaksanaan pengelolaan wakaf di Kerajaan Yordania
didasarkan pada UU Wakaf Islam No. 25/1947. UU wakaf ini yang mengatur tentang
pengaturan wakaf kemudian diperkuat oleh UU wakaf No. 26/1966. Secara teknis,
Kementrian Wakaf membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri.
Kementrian Wakaf diberi wewenang untuk membelanjakan hasil pengembangan
wakaf sesuai dengan rencana-rencana yang telah digariskan oleh Direktorat
Keuangan. Pada tahun 1984, pendapatan yang dihasilkan dari pengembangan wakaf
kurang lebih sebagai berikut:
1. Hasil sewa diperkirakan mencapai 680 ribu dinar Yordania.
2. Pendapatan dari tempat-tempat suci mencapai 120 ribu dinar Yordania.
3. Pendapatan pabrik, rumah-rumah yatim dan industri di Yarussalem
mencapai kurang lebih 80 ribu dinar Yordania.
4. Pendapatan lainnya mencapai 160 ribu dinar Yordania.
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Dari sekian pendapatan yang diperoleh, terkumpulah 1.030 juta dinar
Yordania. Untuk memudahkan alokasi pendapatan yang ada, pemerintah mendirikan
Direktorat Pembangunan dan Pemeliharaan Wakaf Islam yang bertugas untuk
memelihara, memperbaiki, dan membantu tugas-tugas kementrian wakaf.
d. Turki
Negara yang saat ini dianggap sebagai negara Islam sekuler memiliki sejarah
panjang dalam pengelolaan wakaf, yaitu dimulai sejak masa Utsmaniyah. Pada tahun
1925 saja, harta wakafnya mencapai ¾ dari luas lahan produktif di Turki. Kini untuk
memobilisasi sumber-sumer wakaf dan membiayai bermacam-macam jenis proyek
joint-venture telah didirikan Waqf Bank & Finance Coorporation.
Selain itu, pengelolaan wakaf di Turki juga dikelola oleh Direktorat Jenderal
Wakaf. Saat ini ada dua pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf,
yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dan sosial.
6. Profil Lembaga Dan Sistem Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Salah satu bagian penting dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah
diamanatkannya pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mempunyai
tugas dan wewenang untuk:
a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan
harta benda wakaf.
b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional
dan internasional.
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c. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta
benda wakaf.
d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan
kebijakan di bidang perwakafan.67
BWI dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75/M Tahun 2007
Tanggal 13 Juli 2007.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, jelas bahwa BWI
mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia menuju
era wakaf produktif, yaitu wakaf yang dapat meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan umum.
Badan Wakaf Indonesia mempunyai visi: “Terwujudnya lembaga independen
yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk
mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.”
Sedangkan misi dari Badan Wakaf Indonesia yaitu: “Menjadikan Badan
Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan
manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum”.68
Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia
adalah sebagai berikut:
67Adijani Al-Alabij, S.H, Perwakafan Tanah Di Indonesia, dalam teori dan peraktek (Jakarta:
PT.RajaGrafindo,1989),h.56
68Adijani Al-Alabij, Ibid., h. 58
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1) Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik
nasional maupun internasional.
2) Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
3) Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.
4) Meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazhir dalam pengelolaan dan
pengembangan harta wakaf.
5) Mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf.
6) Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf.
7) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
8) Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang
berskala nasional dan internasional.69
Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi tersebut, BWI mempunyai 5
divisi, yaitu Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta
Benda Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, serta Divisi
Penelitian dan Pengembangan Wakaf.70
Adapun program kerja masing-masing divisi adalah sebagai berikut:
a) Divisi Pembinaan Nazhir: menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir,
mendata dan memetakan nazhir, serta menyelenggarakan pelatihan nazhir.
b) Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf: pemetaan tanah




pembangunan Gedung Wakaf Center, dan pengembangan program investasi harta
benda wakaf.
c) Divisi Kelembagaan: menyiapkan berbagai peraturan perwakafan, manyiapkan
dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf, serta
mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
d) Divisi Hubungan Masyarakat: sosialisasi dan edukasi publik tentang wakaf dan
peraturan-peraturan perundangannya melalui seminar, penerbitan buku, website,
dan lain-lain.
e) Divisi Penelitian dan Pengembangan: inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf
di seluruh Indonesia, pemetaan dan analisis potensi ekonomi dari aset-aset wakaf,
publikasi ilmiah dan populer mengenai perwakafan.71
Kriteria wakif yang dapat mewakafkan harta benda wakaf kepada Nazhir BWI
adalah sebagai berikut:
(1) Perseorangan baik pejabat tinggi negara/pemerintah sampai dengan
masyarakat.
(2) Perusahaan Nasional, Badan Hukum Nasional, Organisasi Nasional dan
Lembaga Nasional lainnya.
(3) Orang asing, perusahaan multi nasional dan lembaga internasional lainnya.
(4) Jumlah wakaf uang minimal untuk wakaf perorangan adalah Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk wakaf badan hukum adalah
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
71Ibid.,h. 65
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(5) Jumlah wakaf harta tidak bergerak adalah minimal setara Rp. 400 juta.
(6) Khusus untuk dana wakaf uang yang diterima dari internasional (orang asing,
badan hukum asing dan negara sahabat) yang ditujukan kepada nazhir harus
dicatat melalui BWI.72
7. Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah (Pp) Tentang
Wakaf
Perwakafan di Indonesia kini teleh menemukan titik cerahnya, terutama
dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan
terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-Undang ini merupakan perwujudan dari
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2), serta Pasal
33 ayat (1),(2),(3), dan (4).
Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan
kebiasaan-kebiasaan keagamaan dalam berwakaf. Dari kenyataan itulah, sejak
diundangkannya UU No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
dan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan mulai




Pertama. sertifikasi tanah wakaf. Fenomena yang terjadi sebelum lahirnya
regulasi tentang wakaf tersebut adalah wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor
kepercayaan kepada Nazhir. Namun, dari praktek tersebut mengundang persoalan-
persoalan baru. Untuk itu, pola sertifikasi tanah atau benda wakaf merupakan upaya
memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia.
Kedua, pertukaran benda wakaf. Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab IV
Bagian Pertama, Pasal 11 ayat (2) dan ditegaskan lagi dalam UU No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf Bab IV pasal 41 sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar-
menukar benda wakaf dengan dua alasan, yaitu karena tidak sesuai dengan tujuan
wakaf dan demi kepentingan umum. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya
pembaharuan paham mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia bahwa benda-benda
wakaf tidak dapat diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun seperti
membangun masjid dari harta wakaf yang sudah roboh.
Ketiga, persyaratan nazhir. Ada beberepa hal yang diatur dalam UU Wakaf
mengenai nazhir wakaf, yaitu: (a) selain perseorangan, terdapat penekanan berupa
badan hukum dan organisasi, sehingga dapat meningkatkan peran kenazhiran untuk
mengelola wakaf lebih baik. (b) Persyaratan nazhir disempurnakan dengan
pembenahan manajemen kenazhiran secara profesional. (c) Pembatasan masa jabatan
nazhir. (d) Nazhir dapat menerima hak pengelolaan sebesar maksimal 10% dari hasil
bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf.
Keempat, menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga wakaf
nasional yang disebut dengan Badan Wakaf indonesia (BWI). Badan Wakaf ini
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bersifat independen yang bertujuan untuk membina terhadap nazhir dalam mengelola
dan mengembangkan harta wakaf baik secara nasional maupun internasional.
Kelima, perluasan benda yang diwakafkan (mauquf bih). Sebelum UU No. 41
Tahun 2004 , pengaturan wakaf hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak
yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan konsumtif. Namun, saat ini
sedang berkembang dan sudah dipraktekan oleh sebagian lembaga Islam terhadap
wacana wakaf benda bergerak, seperti uang (cash waqf), saham atau surat-surat
berharga lainnya seperti yang diatur dalam UU Wakaf.
Keenam, catatan penting dalam UU Wakaf ini adalah adanya ketentuan pidana
dan sanksi administrasi sebagaimana diseutkan pada Bab IX. Ketentuan pidana yang
dimaksud ditujukan kepada para pihak yang sengaja menyalahgunakan benda wakaf
dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan bagi pihak yang
sengaja mengubah peruntukan benda wakaf akan dipidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus
juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi akan dikenakan pada lembaga keuangan
syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang melanggar dalam
masalah pendaftaran benda wakaf.74
Dengan adanya UU Wakaf tersebut diharapkan dapat terciptanya kehidupan
masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, regulasi peraturan perundang-
undangan di bidang keuangan dan perekonomian yang berbasis syariah juga harus
74Ibid., h. 70
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segera dilakukan untuk mendukung semangat UU Wakaf dalam rangka
memberdayakan wakaf secara produktif.
8. Struktur Organisasi Pengelolaan Wakaf
Sistem pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam
pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Kalau dalam paradigma lama
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wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda
wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada
aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan ekstitensi benda wakaf itu
sendiri.
Harus diakui bahwa pola manajamen pengelolaan wakaf yang selama ini
berjalan adalah pola manajemen yang terhitung masih tradisional-konsumif. Hal
tersebut dapat diketahui melalui beberapa aspek :
a. Kepemimpinan. Corak kepemimpinan dalam lembaga keNazhiran masih
sentralistik-otoriter dan tidak ada sistem yang memadai.
b. Rekruitmen SDM keNazhiran. Banyak Nazhir wakaf yang hanya didasarkan pada
aspek ketokohan seperti ulama, kyai, ustadz dan lain-lain, bukan aspek
profesionalisme atau kemampuan mengelola.
c. Operasionalisasi pemberdayaan. Pola yang digunakan lebih kepada sistem yang
tidak jelas (tidak memiliki standar operasional) karena lemahnya SDM, visi dan
misi, dukungan political will pemerintah yang belum maksimal.
d. Pola pemanfaatan hasil. Pemanfaatan hasil wakaf maih banyak yang bersifat
konsumtif sehingga kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.
e. Sistem kontrol dan pertanggungjawaban yang lemah.
Untuk itu, sebagai salah satu elemen penting dalam pengembangan paradigma
baru wakaf, sistem manajemen pengelolaan wakaf harus tampil lebih profesional dan




Untuk mengelola benda-benda wakaf secara produktif, yang pertama-tama
harus dilakukan adalah perlunya pembetukan suatu badan atau lembaga yang khusus
mengelola wakaf. Maka, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas
mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat. BWI ini secara organisator harus bersifat
independen, di mana pemerintah dalam hal ini sebagai fasilitator, regulator, motivator
dan pengawasan.
2. Pengelolaan operesional
Dalam istilah manajemen dikatakan bahwa yang disebut dengan pengelolaan
operasional adalah proses-proses pengambilan keputusan berkenaan dengan fungsi
operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil
tidaknya manajemen pengelolaan secara umum. Adapun standar operasional itu
meliputi seluruh rangkaian program kerja yang dapat menghasilkan sebuah produk.
Standar keputusan operasional merupakan tema pokok dalam operasi
kelembagaan Nazhir yang ingin mengelola secara produktif. Keputusan yang
dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama manajemen operasional, yaitu :
a. Proses, keputusan mengenai proses, termasuk proses fisik, berkenaan dengan
fasilitas yang akan dipakai. Sangat penting untuk menyerasikan antara proses
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fisik dan strategi pemberdayaan produktif terhadap benda-benda wakaf dalam
jangka panjang.
b. Kapasitas, keputusan mengenai kapasitas diperlukan untuk menghasilkan
jumlah produk yang tepat, di tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat
pula.
c. Sediaan, keputusan berkaitan dengan sediaan ini mencakup apa yang akan
dipesan, berapa banyak dan kapan dipesan.
d. Tenaga kerja, pengelolaan SDM merupakan hal yang sangat penting dalam
operasional lembaga keNazhiran, mengingat tidak ada sesuatu yang dapat
diselesaikan tanpa SDM yang mencukupi.
e. Mutu, salah satu fungsi terpenting dari bagian operasi adalah bertanggung
jawab atas mutu barang atau jasa yang dihasilkan.
3. Kehumasan
Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (pemasaran)
dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan
untuk :
a. Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola Nazhir betul-
betul dapat dikembangkan dan dihasilkan untuk kesejahteraan masyarakat
banyak.
b. Meyakinkan kepada calon wakif bahwa harta wakaf dapat dikelola secara baik
dan profesional.
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c. Mengenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala pahala
oriented, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan
aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang
kurang mampu.
4. Sistem keuangan
Penerapan sistem keuangan yang baik dalam proses pengelolaan manajemen
lembaga keNazhiran sangat terkait dengan akuntansi dan auditing.
9. Kontribusi Wakaf Bagi Perekonomian Umat
Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu
meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan
menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tapi juga memiliki kekuatan ekonomi
yang berpotensi. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda
wakaf tidak terpelihara, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara
melawan hukum. Keadaan itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan
nazhir tetapi karena juga sikap masyarakat yang masih kurang peduli atau belum
memahami status harta benda wakaf yan seharusnya dilindungi unuk kepentingan
umum.
Sampai saat ini, di Indonesia memang masih sedikit harta wakaf yang dikelola
secara produktif. Wakaf umumnya masih berupa benda-benda konsumtif yang malah
menimbulkan masalah biaya pemeliharaan harta wakaf tersebut. Menurut data
Departemen Agama, kekayaan tanah wakaf di Indonesia sangat besar jumlahnya dan
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menjadi peluang yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi umat di masa
mendatang. Sebagai contoh, cukup banyak tanah wakaf yang bisa dibangun gedung
pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasil penyewaan gedung
dapat digunakan untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang
ada disekitarnya.
Contoh di atas hanyalah berupa kekayaan benda wakaf tidak bergerak. Jika
benda wakaf tunai sudah dijalankan, maka kekuatan ekonominya akan sangat
dahsyat. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk
muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-
rata 0,5 juta-10 juta per bulan. Bayangkan jika warga yang berpenghasilan 0,5 juta
sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp. 60 ribu. Maka
tiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar. Sungguh potensi yang sangat luar biasa.
Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan diinvestasikan di
sektor yang produktif. Dijamin jumlahnya tidak akan berkurang, tapi bertambah.
Tentunya akan sangat banyak yang bisa dilakukan dengan dana sebanyak itu. Wakaf
tunai sangat tepat memberikan jawaban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan
membantu mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Ia sangat potensial menjadi
sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat utang dan
ketergantungan luar negeri.
Wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan
mengurangi pengangguran. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan
memperkuat fundamental ekonomi. Karena itu, dalam rangka mengembangkannya,
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wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial
melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban.
10. Hambatan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
a. Kurangnya Pemahaman dan Kepedulian Umat Islam TerhadapWakaf
Masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan
keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara
lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan
memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia disisi Allah tanpa
harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata
yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.
Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini pada paruh perjalanannya
memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung
pada timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang
mampu menunjukan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.
b. Nazhir Wakaf yang Belum Profesional
Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan wakaf
di Indonesia adalah keberadaan nazhir wakaf yang masih tradisional. Ketradisionalan
nazhir dipengaruhi oleh:
1) Masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan terhadap
persoalan wakaf.
2) Rendahnya SDM nazhir wakaf.
3) Lemahnya kemauan para nazhir wakaf dalam mengembangkan wakaf.
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Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf
mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya
kedudukan nazhir, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari nazhir
itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting, nazhir harus memenuhi syarat-
syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.
c. Lemahnya Political Will Pemegang Otoritas
Kelembagaan wakaf dan pengelolaan benda-benda wakaf masih jauh dari
memuaskan karena masih diatur oleh beberapa peraturan yang belum integral dan
lengkap. Beberapa hal yang menjadi hambatan pemberdayaan wakaf secara
maksimal, yaitu:
1) Masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf.
2) Karena masih ada kelemahan dalam pengaturan hukumnya, persoalan hukum
wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi
wakif, nazhir dan mauquf ‘alaihi (penerima wakaf), baik perseorangan
kelompok maupun organisasi/badan hukum.
3) Belum optimalnya pengaturan perwakafan yang menyangkut dana cash (cash
waqf), hak kepemilikan intelektual dan surat-surat berharga lainnya.
Di samping kelemahan formil sebagaimana di atas, political will dari pihak
pemerintah, khususnya pemerintah daerah bersama DPRD kurang memiliki “greget”
terhadap pemberdayaan wakaf secara produktif melalui Perda yang mendukung
dalam pemberdayaan wakaf.
d. Pengaruh Ekonomi Global
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Peta perekonomian dunia yang timpang dan sistem yang diterapkan menjadi
kendala nyata bagi pemberdayaan ekonomi lemah melalui lembaga-lembaga
keagamaan seperti wakaf, misalnya. Apalagi sistem kapitalistik yang menganut pola-
pola ribawi sudah mencengkeram sedemikian rupa dalam kehidupan umat Islam
Indonesia. Katakanlah sistem syariah yang akan diterapkan dalam pemberdayaan dan
pengembangan ekonomi kaum dhuafa sudah mulai berjalan, namun pada tataran
makro akan mengalami hambatan ketika berhadapan dengan sistem ribawi yang




A. Populasi dan Sampel
Dalam kegiatan penelitian, penentuan obyek penelitian sangatlah penting.
Obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan datanya
namun dalam kegiatan penelitian untuk menjangkau keseluruhan dari obyek tersebut
tidak mungkin dilakukan untuk mengatasinya digunakan sampel untuk mendapatkan
dan mengumpulkan karakteristik yang berbeda pada populasi.
1. Populasi
Kata populasi (population/universe) dalam statistika merujuk pada
sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu
penelitian (pengamatan). Populasi dalam statistika tidak terbatas pada sekelompok
orang, tetapi juga binatang atau apa saja yang menjadi perhatian kita.
Dalam metodologi penelitian, sering menyebut istilah populasi dan sampel.
Populasi, atau biasa di sebut dengan “Universe” adalah keseluruhan elemen yang
akan di jelaskan oleh seorang peneliti dalam penelitiannya. Sedangkan populasi
tersebut bisa berbentuk/objek air, udara, desa, ataupun manusia. Populasi bisa
memiliki jumlah yang besar maupun kecil, serta bisa diketahui sifat ataupun
variasinya, mungkin itu heterogen atau homogeny
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Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan pengertian populasi dan
sampel yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:
Menurut Ine Amirman Yousda populasi adalah “keseluruhan obyek yang
diteliti baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi.1
Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa “populasi adalah keseluruhan objek
penelitian.2
Sehubungan dengan hal ini maka Hermanto Warsito mengatakan “populasi
adalah sekumpulan unsur-unsur atau elemen yang menjadi obyek penelitian dan
elemen populasi itu merupakan suatu analisis.3
P. Joko Subagyo mengemukakan bahwa “Populasi adalah obyek penelitian
sebagian untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.4
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah semua elemen atau unsur yang ada
dalam wilayah penelitian baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal
yang terjadi sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa populasi merupakan
keseluruhan objek penelitian yang menyangkut segala hal dari objek, yang memenuhi
1Ine Amirman Yousda dan Zainal Arifin, Penelitian dan Statistik Penelitian (Cet. I; Jakarta:
Bumi Aksara, 1993), h. 138.
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.
3Hermanto Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998),
h. 49.
4P. Joko Subagyo, Elemen Metodologi Penelitian (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 23.
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syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sesuai dengan hal itu,
maka penelitian ini akan mengambil populasi pada seluruh Nadzhir dan pengurus
wakaf yang ada di Kecamatan Bontonompo.
2. Sampel
Sampel adalah perwakilan dari populasi. Dalam hal ini, jika jumlah
sampel dan populasi adalah sama, maka penelitian tersebut dinamakan dengan
sensus. Sering terjadi dalam penelitian, jumlahsampel yang di ambil lebih sedikit dari
pada jumlah populasinya. Namun yang terpenting adalah cara
mengambil sampel (sampling techniques). Karena dalam sampel yang berjumlah
besar bisa menyesatkan jika teknik samplingnya salah. Sebaliknya, sampel kecil
sudah cukup memadai jika teknik samplingnya benar.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.5 Peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada
populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel
itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil
dari populasi harus betul-betul representativ (mewakili).
Dari uraian di atas maka peneliti mengambil sampel terkhusus di kelurahan
bontonompo yang berjumlah 4 An-Nadzhir yaitu: H. Patarai Dg. Ma’ruppa
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)
(Bandung: Alfabeta, 2008), h. 118
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lingkungan Minasa Te’ne, Lantara Dg. Mone lingkungan Bontorannu, Rajalang Dg.
Nyarrang lingkungan Bu’nea, H.M. Saleh Dg.Nuntung lingkungan Katangka.
B. Instrumen Penelitian
Dalam hal mengakuratkan data penelitian, penulis menggunakan instrumen
penelitian. Instrumen penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi
yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang
dapat menguji atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan karena data yang
diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan.6 Adapun yang
menjadi pedoman instrumen penelitian ini yaitu:
a. Pedoman kusioner
Pedoman kusioner, peneliti memperoleh informasi berupa fakta yang
terangkai dalam pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Penulis
menggunakan kusioner untuk mendapatkan data-data tentang sejauh mana
pemahaman para pengelola wakaf  tentang fungsi manajemen dakwah dalam
meningkatkan pengelolaan wakaf di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
b. Wawancara
Pedoman wawancara digunakan untuk mengumpulan data dengan
memperoleh langsung dari sumbernya melalui tanya jawab mengenai usaha yang
6M. Subhana, dkk, Statistika Pendidikan (Cet. I; Bandung: Putaka Setia, 2000), h. 30.
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dilakukan Nadzir dan para pihak yang terkait dalam meningkatkan pengelolaan
Wakaf di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki catatan tertulis seperti buku-buku,
peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Dalam pengumpulan data ini
digunakan untuk memperoleh data deskriptif mengenai lokasi penelitian dalam hal ini
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dan proses
kegiatan Nadzir dalam mengelola Wakaf yang berlangsung di Kelurahan
Bontonompo.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Librarying research (Penelitian Kepustakaan), yaitu metode kepustakaan ini
dimaksudkan untuk mengumpulkan data serta bahan-bahan penyusunan melalui
membaca buku-buku dan sebagai artikel yang erat hubungannya dengan pembahasan
ini, baik melalui perpustakaan ataupun saran-saran lainya. Dalam pengumpulan data
dari bacaan ini, penulis mengutip langsung dengan  tidak mengubah kata ataupun
kalimatnya dan juga kutipan tidak langsung dengan hanya mengambil intisarinya
tanpa terikat pada sumber tersebut.
2. Field research ( penelitian lapangan), yakni turun langsung kelokasi
penelitian untuk memperoleh data-data yang konkrit yang ada kaitannya dengan
masalah yang akan dibahas. Dalam mengumpulkan data-data melalui metode ini,
paling tidak ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:
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a. Observasi, yaitu peneliti mengadakan studi awal sebelum penelitian resmi
dilakukan, artinya peneliti mengadakan tidaknya data-data yang
berhubungan langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kajian yang
akan dibahas, dalam hal ini peneliti mengadakan survei awal di Kelurahan
Bontonompo.
b. Wawancara atau pedoman kusioner: wawancara peneliti mengadakan
wawancara secara langsung ke beberapa pihak/orang yang terkait dengan
obyek peneliti.7 Sedangkan pedoman kusioner: di gunakan untuk
memperoleh data tentang sejauh mana pemahaman Nadzir dalam
meningkatkan pengelolaan wakaf di Kelurahan Bontonompo.
c. Dokumentasi yaitu peneliti menyelidiki catatan tertulis seperti buku-buku,
peraturan-peraturan, catatan harian, dan sebagainya. Dalam pengumpulan
data ini digunakan untuk memperoleh data deskriptif mengenai lokasi
penelitian dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa dan proses kegiatan Nadzir dalam
mengelola Wakaf yang berlangsung di Kelurahan Bontonompo.
D. Metode Pengelolaan dan Analisis Data
Metode pengelolaan dan analisis data dimaksudkan bahwa data yang
diperlukan dalam pembahasan ini yang bersifat kualitatif. Karenanya untuk
menemukan apa yang diinginkan penulis untuk mengolah data yang ada, selanjutnya
7Hadari Nawawi, Instrument Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
1997), h. 98
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diidentifikasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung obyek permasalahan.
Dalam mengolah data tersebut digunakan metode sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Untuk membahas penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa
metode yang dianggap relevan dengan data yang ada yaitu antara lain:
a. Pendekatan hukum yaitu dengan melihat permasalahan dari sudut Hukum Islam
(fiqih) termasuk pedoman al-quran dan hadist, dan kenyataan-kenyataan
tentang hal-hal yang berlaku dalam masyarakat yang berkaitan dengan
permasalahan.
b. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan sosial dan kebudayaan berdasarkan
mutu dalam penelitian tersebut.8
2. Metode indukatif yaitu metode yang digunakan di dalam pengambilan keputusan
dengan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian menganalisanya untuk
menentukan generalisasi yang bersipat umum.
3. Metode deduktif yaitu bahwa untuk memperoleh data yang bersifat umum, maka
penulis bertitik tolak pada analisa data yang bersifat khusus.
4. Metode komparatif, yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan antara
satu pendapat dengan pendapat yang lain yang relevan dengan permasalahan
kemudian menarik kesimpulan.




A. Fungsi –fungsi Manajemen Dakwah dalam Peningkatan dan Pengelolaan
Wakaf di Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten
Gowa.
1. Gambaran Umum atau Profil Kecamatan Bontonompo
Kecamatan Bontonompo merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah
Utara Kecamatan Bajeng, Sebelah Selatan Kecamatan Bontonomopo Selatan,
Sebelah Barat dan Sebelah Timur Kabupaten Takalar. Dengan jumlah desa/kelurahan
sebanyak 14 ( empat belas ) desa/kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7
Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Bontonompo adalah Tamallayang dengan jarak
sekitar 16 km dari Sungguminasa. Jumlah penduduk Kecamatan Bontonompo sebesar
39.305 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 18.817 jiwa dan perempuan sebesar
20.488 jiwa dan sekitar 99,97 persen beragama Islam. Beberapa fasilitas umum yang
terdapat di Kecamatan Bontonompo seperti sarana pendidikan antara lain Taman
Kanak-Kanak sebanyak 14 buah, Sekolah dasar negeri 12 buah, Sekolah dasar Inpres
16 buah, Sekolah lanjutan pertama 5 buah, Sekolah lanjutan atas 1 buah, Sekolah
menengah kejuruan 2 buah, Madrasah Ibtidaiyah 4 buah, Madrasah Tsanawiah 2
buah. Disamping itu terdapat beberapa sarana kesehatan, tempat ibadah (Masjid), dan
pasar. Penduduk Kecamatan Bontonompo umumnya berprofesi sebagai petani
utamanya petani padi sawah dan palawija dan perkebunan kelapa, sedangkan sektor
non pertanian terutama bergerak pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup besar hal ini terlihat dari
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Kecamatan Bontonompo Menurut Desa/Kelurahan
Sumber data: Dokumentasi Kantor Camat Bontonompo2
1 Dokumentasi Kantor Camat Bontonompo
2Dokumentasi Kantor Camat Bontonompo
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Sebagaimana hasil penelitian bahwa di kecamatan Bontonompo memiliki
tanah Wakaf sebanyak 51 dari 14 Desa/Kelurahan, yang masing-masing
Desa/Kelurahan yang berbeda. Yang dimana tanah wakaf tersebut yang sudah
bersertifikat sebanyak 34, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 17. Melihat
dari banyaknya Tanah Wakaf di Kecamatan Bontonompo, maka penulis berinisiatif
mengambil sampel di seputar Kelurahan Bontonompo saja yang dimana terdapat 4
tanah Wakaf yang di banguni bangunan Masjid.3
Adapun Nama Wakif (yang mewakafkan harta bendanya) dan Nadzir
(penerima dan pengelola wakaf) di Kel.Bontonompo dapat di lihat di bawah ini yaitu:
Tabel 2
Nama Wakif dan Nadzir di Kel.Bontonompo
No Dusun/Lingkungan Wakif Nadzir
1 Minasa Te’ne Supu Dg. Sija H. Patarai Dg. Ma’ruppa





4 Katangka Bakri H.M. Saleh Dg.Nuntung
Sumber dari : Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Bontonompo4
3Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama (KUA)
4 Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Bontonompo
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Di bawah ini dapat di lihat jumlah tanah Wakaf yang di gunakan untuk tempat
ibadah (Masjid) di Kelurahan Bontonompo yaitu:
Tabel 3
Jumlah dan Luas Tanah Wakaf di Kel.Bontonompo
No Nama Masjid Dusun/Lingkungan Luas (m2)
1 Raudatussalihin Minasa Te’ne 1.834 m2
2 Nurul Adha Bontorannu 183 m2
3 Nurul Ilmi Bu’nea 222 m2
4 Nurul Huda Katangka 321 m2
Sumber data: Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama (KUA).5
Melihat dari uraian di atas penulis mencoba mengkaji tentang mengapa para
wakif  lebih memilih mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Ternyata
Masjid sebagai tempat ibadah harus memiliki berbagai fasilitas yang bermanfaat bagi
jamaah dan masyarakat skitarnya. Fasilitas masjid berguna pertama-tama untuk
keperluan beribadah menghadap Allah SWT, tapi tidak tertutup kemungkinan
digunakan untuk kepentingan lain. Baik kegiatan yang diadakan di dalam masjid
maupun yang dilaksanakan di luar untuk keperluan masarakat. Jamaah dan
masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk kepentingan tertentu.
5Dokumentasi dari Kantor Urusan Agama (KUA)
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Fasilitas tanah wakaf yang di banguni masjid yang dipergunakan dengan baik
akan menjadikannya berfungsi sosial dan dakwah di samping pula dapat
mendatangkan pendapatan bagi khas masjid. Fasilitas yang dapat digunakan itu
berupa: aula, halaman, podium,dan sarana penyelenggaraan jenasah masjid. Namun,
pendayagunaan fasilitas ini perlu digariskan dengan peraturan yang jelas, agar tidak
disalahgunakan dan difungsikan dengan benar.
Selain dipergunakan sebagai tempat shalat, masjid ini sering dipergunakan
oleh jamaah masjid sebagai tempat bermusyawarah antara mereka, sebagai ajang
silaturahmi antara pemerintah kelurahan, masyarakat, Nadzir dan pengelola yang
terkait dalam peningkatan wakaf di kecamatan bontonompo. Ini biasa dilakukan
setelah selesai shalat jum’at dan shalat magrib.selain dari hal tersebut diatas masih
banyak lagi program-program yang akan dan sedang dilaksanakan didalam rangka
memakmurkan masjid dalam upaya peningkatan pengelolaan wakaf di kecamatan
bontonompo diantaranya sebagai berikut:
1. Pengadaan sarana-sarana penunjang masjid diantaranya soundsystem
baru, perbaikan kubah dan tempat wudhu masjid
2. Program pengajian rutin ibu-ibu majelis taklim yang akan diselenggarkan
dan dipusatkan dimasjid jami’ cakura.
3. Penyelenggaraan dan penuntasan buta aksara alqur-an dengan sasaran
terutama ibu-ibu.
4. Pendidikan agama Islam dengan penekanan pada anak-anak dan remaja
masjid.
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5. Penyelenggaraan pendidikan agama Islam dengan pendirian TK/TPA.
6. Pengajian rutin antara jamaah minimal tiap bulan.
Selain dari uraian diatas menurut Idris D dg Ngalle salah satu jamaah
masjid, di desa Cakura masih banyak lagi yang harus dibenahi terutama yang paling
vital adalah pengelolaan masjid itu sendiri, tidak hanya dalam hal pengelolaan bidang
administrasi saja melaingkan banyak hal yang harus diperhatikan seperti menjaga dan
memperhatikan kebersihan masjid, perawatan sarana dan fasilitas masjid, pembinaan
remaja-remaja sebagaimana yang diutarakan sebelumnnya bahwa masih banyak
remaja yang belum menyadari akan pentingnya masjid seperti lebih banyak
mempergunakan waktunya untuk hal-hal negatif seperti minum-minuman keras,
berjudi dan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Lanjut beliau, sekarang ini di desa
Cakura sudah banyak anak-anak yang sudah mengenyang pendidikan dibangku
kuliah tetapi kata beliau itu bukan sebuah jaminan bahwa mereka itu akan eksis
didalam mensyiarkan agama allah didalam hal ini memakmurkan dan
mengembangkan masjid sebagai sarana dakwah. 6
2. Fungsi-fungsi Manajemen Dakwah dalam meningkatkan pengelolaan
Wakaf di Kelurahan Bontonompo Kabupaten Gowa.
Adapun fungsi-fungsi manajemen dakwah yang harus diterapkan dalam hal
meningkatkan atau mengembangkan pengelolaan Wakaf yaitu:
6 Wawancara dengan salah satu jamaah masjid Idris D Dg Ngalle pada tanggal 10 juli 2011.
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a. Fungsi Perencanaan Dakwah
Perencanaan dan dakwah merupakan dua kata yang berbeda arti. Perencanaan
memiliki arti yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan organisasi dakwah
karena tanpa adanya perencanaan, kegiatan dakwah tidak mungkin berjalan dengan
lancar. Perencanaan merupakan tugas utama yang harus dilakukan dalam pengelolaan
dakwah dalam meningkatkan pengelolaan wakaf di kecamatan Bontonompo.
Adapun yang peneliti dapatkan di tempat penelitian sebagaimana yang di
kemukakan oleh Bapak H. Patarai Dg.Ma’ruppa bahwa seorang Nadzir itu sebelum
melakukan sebuah perbaikan bangunan atau melakukan kegiatan dakwah, sekiranya
nadzir mengadakan rapat atau bertukar pikiran dengan pengurus yang terkait atau
pengurus masjid, untuk membicarakan dan menetapkan sebuah perencanaan awal
agar pembangunan berjalan sesuai dengan prosedur dan perencanaannya untuk
mencapai tujuan atau target yang di harapkan.7
Adapun hasil wawancara kedua sebagaimana yang di kemukakan oleh Bapak
Rajalang Dg.Nyarrang sebagai Nadzir di lingkungan Bu’nea bahwa seorang Nadzir
sebelum melakukan kegiatan Dakwah terlebih dahulu meminta pendapat dari
masyarakat dan pengurus yang terkait, untuk menetapkan sebuah perencanaan ke
depannya agar apa yang di inginkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dakwah.8
7Hasil wawancara pengelola (H. Patarai Dg.Ma’ruppa) pada tanggal 13 Agustus di
Lingkungan minasa te’ne.
8Hasil wawancara pengelola (Rajalang  Dg.Nyarrang) pada tanggal 14 Agustus di
Lingkungan Bu’nea.
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Adapun hasil wawancara ketiga sebagaimana yang di kemukakan oleh Bapak
H.M.Saleh Dg.Nuntung, sebagai Nadzir di lingkungan Katangka bahwa sebagai
Nadzir memiliki tanggung jawab besar demi peningkatan pengelolaan wakaf di
lingkungan Katangka, sehingga dalam melakukan suatu kegiatan hendaknya seorang
nadzir memikirkan apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang sesuai dengan
fakta dan data yang ada, dengan menetapkan sebuah perencanaan.9
Adapun hasil wawancara ke-empat sebagaimana yang di kemukakan oleh
Bapak Lantara Dg.mone, sebagai Nadzir di lingkungan Bontorannu bahwa Mengingat
begitu pentingnya sebuah perencanaan dalam mengelola kegiatan dakwah dalam
meningkatkan pengelolaan wakaf, pengelola dakwah perlu memperhatikan dan
melaksanakan perencanaan yang sistematis agar proses pengelolaan wakaf dapat
berjalan dengan baik.10
Melihat dari ke-empat pendapat tersebut maka penulis menarik kesimpulan
bahwa ke-empat pendapat tersebut pada prinsipnya sama, bahwa seorang nadzir
sebelum melakukan kegiatan pembangunan atau kegiatan dakwah, hendaknya
mengadakan rapat atau bertukar pikiran dengan masyarakat atau pengurus yang
terkait untuk menetapkan sebuah perencanaan awal. Agar perencanaan yang telah
ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik karena dalam proses perencanaan dakwah
dalam meningkatkan pengelolaan wakaf dapat memperhatikan dan memperhitungkan
berbagai faktor yang terkait dengan perencanaan yang dimulai dengan melakukan
suatu analisis dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap lembaga
dakwah dan dilanjutkan dengan perumusan sasaran dan tujuan, penyusunan program
9Hasil wawancara pengelola (H. M. Saleh Dg.Nuntung) pada tanggal 15 Agustus di
Lingkungan katangka.
10Hasil wawancara pengelola (Lantara Dg.mone) pada tanggal 16 Agustus di Lingkungan
Bontorannu.
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yang akan dijalankan, penjadwalan program, penetapan prosedur yang harus
dilakukan terhadap program yang telah dirancang serta penganggaran biaya apa saja
yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan dakwah dalam meningkatkan
pengelolaan wakaf yang tetap mengarah kepada pencapaian tujuan Dakwah.
b. Fungsi Pengorganisasian Dakwah
Dalam perwakafan baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak
diperlukan suatau pelestarian tujuan wakaf dengan manajemen mengelolaan dengan
benar, baik, efektif dan efisien, yang dilakukan oleh Nadhir perorangan/ kelompok
orang maupun Organisasi atau Badan Hukum yang diserahi tugas pengurusan dan
mengawasi benda benda wakaf agar manfaatnya dapat kekal dinikmati masyarakat.
Agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana semestinya.
Pengorganisasian dakwah dapat dirumuskan sebagai rangkaian aktivitas
menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dakwah
dalam peningkatan pengelolaan wakaf dengan jalan seorang Nadzir membagi dan
mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan
menyusun jalinan kerja  diantara  satuan-satuan organisasi   atau  petugasnya
Sebagaimana yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara Kepala kantor
Urusan Agama (KUA) oleh Bapak Muh.Nahwi, S.Ag, bahwa Setelah Nadzir
menetapkan perencanaan maka Nadzir hendaknya mengelompokkan rencana kegiatan
dan tugas tugas yang dimaksud untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Sehingga
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ketika terjadi masalah maka dapat dipertanggung jawabkan bersama-sama dan tidak
ada saling menyalahkan.11
Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak H. Patarai
Dg.Ma’ruppa selaku Nadzir di lingkungan Minasa Te’ne bahwa Setelah tujuan
ditetapkan dan perencanaan untuk mencapainya telah ada, maka langkah berikut yang
harus di ambil oleh Nadzir adalah melakukan pengelompokan tugas kepada pihak
yang terkait sehingga terbagi dan dapat diindentifikasi untuk memudahkan dalam
menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mencapai target yang di inginkan
dalam meningkatkan wakaf di Kelurahan Bontonompo.12
Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Rajalang
Dg.Nyarrang selaku Nadzir di lingkungan Bu’nea bahwa setelah menetapkan
perencanaan maka seorang Nadzir hendaknya mengelompokkan tugas atau membagi
tugas kepada pihak yang terkait, sehingga dapat mempertanggung jawabkan tugas
masing-masing.13
Dari ketiga pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa seorang
Nadzir setelah menetapkan perencanaan hendaknya mengelompokkan tugas-tugas
atau membagi tugas kepada pihak yang terkait agar dapat mempertanggung jawabkan
tugasnya masing-masing.
11Hasil wawancara Kepala kantor Urusan Agama (KUA) oleh (Bapak Muh.Nahwi, S.Ag)
pada tanggal 25 Agustus di Kediamannya.
12Hasil Wawancara pengelola oleh (H. Patarai Dg.Ma’ruppa) pada tanggal 13 di lengkungan
minas te’ne.
13Hasil wawancara pengelola (Rajalang  Dg.Nyarrang) pada tanggal 14 Agustus di
Lingkungan Bu’nea.
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c. Fungsi Penggerakan Dakwah
Sebagai seorang Nadzir hendaknya memiliki jiwa Kepemimpinan yang
merupakan masalah yang sangat penting dalam manajemen. Bahkan ada yang menilai
kepemimpinan merupakan jantungnya atau intinya manajemen. Kepemimpinan
adalah proses mempengaruhi orang lain untuk membentuk perilaku sesuai yang
dikehendaki. Pengerakan dakwah merupakan inti dari manajemen dakwah, karena
dalam proses ini semua aktivitas dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah
ini, seorang Nadzir menggerakkan semua elemen organisasi untuk melakukan semua
aktivitas-aktivitas dakwah yang telah direncanakan, dan dari sinilah semua aktivitas
dakwah akan terealisir, dimana fungsi-fungsi manajemen dakwah akan bersentuhan
langsung dengan para pelaku dakwah dalam peningkatan wakaf di kecamatan
bontonomp.14
Dari hasil yang diperoleh di lapangan yang di kemukakan oleh Bapak H.
Patarai Dg.Ma’ruppa bahwa seorang Nadzir harus mampu menggerakkan  atau
mengarahkan anggotanya. Anggota diarahkan dan diberi bimbingan, seorang Nadzir
jangan hanya memerintah dari belakang saja. Nadzir harus memonitor dan
mengawasi kegiatan yang dibawahinya untuk mencapai tujuan. Seorang Nadzir
haruslah melakukan penyesuaian agar yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai
14 Hasil wawancara Tokoh Agama oleh (M. Munir abbas) pada tanggal 13
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dengan tujuan yang di harapkan dalam meningkatkan pengelolaan wakaf di
Kelurahan Bontonompo.15
Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak H.M.Saleh
Dg.Nuntung bahwa seorang Nadzir harus mampu menggerakkan atau mengarahkan
anggotanya karena perencanaan dakwah baru akan mempunyai arti, bilamana
terdapat tenaga pelaksana yang bersedia merealisir rencana tersebut dalam bentuk
kegiatan-kegiatan nyata. Tampa adanya pelaksana, tentulah rencana dakwah
sekalipun telah dipormulasi secara baik., hanya akan baik di atas kerja saja. Disinilah
fungsi penggerakan seorang Nadzir yang perperan sebagai pendorong tenaga
pelaksana untuk segera melaksanakan program-program dan rencana kegiatan dalam
pengelolaan wakaf agar apa yang di rencanakan sesuai dengan tujuan yang di
harapkan.16
Dari ketiga pendapat di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa
seorang Nadzir harus mampu mengarahkan atau membimbing anggotanya, dan
seorang Nadzir jangan hanya memerintah dari belakang saja, tetapi harus memerintah
langsung dan memberikan contoh yang baik.
15Hasil Wawancara pengelola oleh (H. Patarai Dg.Ma’ruppa) pada tanggal 13 di lengkungan
minas te’ne.
16Hasil wawancara pengelola (H. M. Saleh Dg.Nuntung) pada tanggal 15 Agustus di
Lingkungan katangka.
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d. Fungsi Pengawasan atau pengendalian dakwah
Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen dakwah, yang
dibutuhkan untuk menjamin agar semua keputusan, rencana dan pelaksanaan kegiatan
mencapai tujuan dengan hasil yang baik dan efisien
Sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil wawancara seorang nadzir
yang dikemukakan oleh Bapak Lantara Dg.Mone, beliau mengatakan bahwa
masyarakat setempat perlu dilibatkan untuk ikut mengawasi dan mengontrol
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, baik terhadap aspek administrasi
maupun keuangan. Pengawasan dari masyarakat ini dapat lebih efektif, karena
bersifat lokal. Pengawasan itu merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi
sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan
prinsip yang ditetapkan atau tidak.17 Nadzir pun melanjutkan penjelasannya bahwa
Beliau sebagai Ketua pengelola wakaf yang memahami kewajibannya sudah pasti
melakukan pengawasan perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh setiap
anggotanya tapi semua itu dilakukan secara struktural karena dalam organisasi
manapun ada yang namanya jalur koordinasi.
Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa seorang Nadzir harus
melakukan pengawasan dalam perkembangan kegiatan yang di lakukan oleh setiap
anggotanya, yang dimana pengawasan tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana
kinerja para anggotanya apakah sesuai dengan yang di harapkan atu tidak.
17Hasil wawancara pengelola (Lantara Dg.mone) pada tanggal 16 Agustus di Lingkungan
Bontorannu.
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B. Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Pengelolaan Wakaf
Sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yang di kemukakan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Bapak Muh. Nahwi S.Ag, bahwa
pemerintah sangatlah berperan penting dalam peningkatan pengelolaan Wakaf di
kelurahan Bontonompo, dimana seorang wakif yang ingin mewakafkan harta
bendanya baik berupa tanah, uang, dll, harus atas sepengetahuan pemerintah, baik di
tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Kemudian seorang wakif dan beberapa
orang saksi harus wajib melapor ke- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Bontonompo untuk mengisi formulir agar segera di buatkan akta atau sertifikat.18
Adapun tugas pemerintah yang wajib dilaksanakan khususnya di Kelurahan
Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yaitu:
Pertama bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap
pensuksesan program Wakaf dan diharapkan agar pemerintah setempat memberi
dorongan dan dukungan baik berupa moril agar peningkatan wakaf di Kelurahan
Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa berjalan sesuai yang
diinginkan
Kedua, pemerintah dengan kewenangannya dapat menjadi kekuatan penekan.
Pemerintah juga dapat memaksakan kehendak terhadap pensuksesan program Wakaf
kepada siapa saja. Pemerintah dapat memerankan diri secara penuh antara sebagai
penanggung jawab, pelaksana atau pengelola, dan sekaligus menjadi kekuatan
18Hasil wawancara Kepala kantor Urusan Agama (KUA) oleh (Bapak Muh.Nahwi, S.Ag)
pada tanggal 25 Agustus di Kediamannya.
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penekan dalam peningkatan pengelolaan wakaf di Kecamatan Bontonompo terkhusus
di Kelurahan Bontonompo.19
Ketiga, Mengimplementasikan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf. Bahwa BWI mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perwakafan
di Indonesia menuju era wakaf produktif, yaitu wakaf yang dapat meningkatkan
ekonomi dan kesejahteraan umum. Dengan UU ini diharapkan perlindungan,
pemanfaatan dan pemberdayaan harta wakaf secara maksimal tidak mengalami
hambatan yang sangat serius.
Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pemerintah sangat
berperan penting dalam peningkatan pengelolaan wakaf di kecamatan Bontonompo,
karna setiap ada permasalahan harus mengadakan koordinasi dengan Kepala
Kelurahan, Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat atau pihak yang terkait.
C. Kendala Yang Sering Menjadi Hambatan pada pengelolaan Wakaf
Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan yang di kemukakan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama (KUA), Bapak Muh. Nahwi, S.Ag bahwa Hambatan
pengelolaan wakaf yang sering terjadi di kelurahan Bontonompo sejauh ini di
pengaruhi oleh  beberapa hal dibawah ini yaitu:
1. Kurangnya Pemahaman dan Kepedulian masyarakat tentang wakaf,
Sehingga masih kurang kesadaran masyarakat untuk mewakafkan
sebagian harta bendanya. Sebagian masyarakat Islam juga masih
19 Hasil Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama (Bapak Muh.Nahwi. S.Ag) Dan para
Nadzir di Kel.Bontonompo
96
menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan
melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar
saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan
memandang wakaf sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia di
hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf
dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani
mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Praktik pelaksanaan wakaf
semacam ini pada separuh perjalanannya memunculkan persoalan
mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada
timbulnya persengketaan-persengketaan karena tiadanya bukti-bukti yang
mampu menunjukan bahwa benda-benda bersangkutan telah diwakafkan.
2. Masalah yang kedua yang kadang muncul Bilamana seorang Wakif yang
telah mewakafkan tanahnya lalu dia telah meninggal dunia, lalu ada ahli
warisnya yang keberatan atas tanah yang telah di wakafkan oleh orang
tuanya. 20
Adapun hasil wawancara yang penulis dapatkan dari seorang Nadzir yang di
kemukakan oleh Bapak Drs. H. A. Kadir, salah satu pengelola wakaf di Desa
Bontobiraeng Selatan  yang mengatakan bahwa sejauh ini kendala yang sering
menjadi hambatan dalam pengelolaan wakaf adalah apabila seorang wakif meninggal
dunia, lalu ada ahli warisnya yang menuntut atas tanah yang di wakafkan oleh orang
20Hasil Wawancara Kepala KUA (Bapak Muh.Nahwi. S.Ag) Dan para Nadzir di
Kel.Bontonompo
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tuanya, dan beliau pun mengatakan bahwa salah satu cara mengatasi jika ada masalah
seperti itu yaitu mengadakan koordinasi dengan Kepala Kelurahan, Kepala Desa,
Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat atau pihak yang terkait dengan membawa surat
atau akta wakaf.21
Adapun hasil wawancara selanjutnya yang penulis dapatkan yang di
kemukakan oleh Bapak H. Alimuddin Dg.Tiro, salah satu pengelola wakaf di
Kel.Tamallayang yang mengatakan bahwa kendala yang sering menjadi penghambat
dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
untuk mewakafkan harta bendanya. Sehingga langkah yang di lakukan oleh pengelola
dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada
masyarakat tentang pentingnya berwakaf.22
Hasil wawancara selanjutnya yang penulis dapatkan yang di kemukakan oleh
salah satu pengelola wakaf di Desa Bontolangkasa Selatan oleh Bapak Baharuddin
Dg.Tayang, yang mengatakan bahwa sejauh ini di Desa Bontolangkasa Selatan belum
pernah terjadi kendala-kendala yang sering terjadi di Desa dan Kelurahan yang lain,
karna masyarakat yang ada di Desa tersebut sudah paham tentang perwakafan.
Sehingga bagi mereka yang ingin mewakafkan hartanya, tidak berfikir dua kali lagi
karna mereka sudah memiliki kesadaran.23
21Hasil wawancara pengelola (Drs. H. A. Kadir) pada tanggal 3 September di Desa
Bontobiraeng Selatan.
22Hasil wawancara pengelola (H. Alimuddin Dg.Tiro ) pada tanggal 3 September di
Kelurahan Tamallayang.
23 Hasil wawancara pengelola (Baharuddin Dg.Tayang) pada tanggal 3 September di Desa
Bontolangkasa Selatan.
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Dari ke-empat uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa
pendapat yang mengatakan bahwa sering muncul kendala-kendala yang menjadi
penghambat dalam pengelolaan wakaf di karenakan kurangnya pemahaman





Adapun Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian tersebut,
1. Bahwa seorang Nadzir dan Wakif memiliki peranan penting dalam
peningkatan pengelolaan Wakaf sebagai salah satu alternatif untuk membantu
menanggulangi keimiskinan, jika dilakukan upaya-upaya dalam pengelolaan,
pengembangan, dan pemanfaatannya, di antaranya dengan di fungsikannya
fungsi-fungsi manajemen dakwah secara maksimal.
2. Pemerintah sangatlah berperan penting dalam peningkatan pengelolaan Wakaf
di kelurahan Bontonompo, dimana seorang wakif yang ingin mewakafkan
harta bendanya baik berupa tanah, uang, dll, harus atas sepengetahuan
pemerintah, baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.
3. Dalam perwakafan kendala yang sering menjadi hambatan dalam pengelolaan
wakaf adalah apabila seorang wakif meninggal dunia, lalu ada ahli warisnya
yang menuntut atas tanah yang di wakafkan oleh orang tuanya, dan cara
mengatasi jika ada masalah seperti itu yaitu mengadakan koordinasi dengan
Kepala Kelurahan, Kepala Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat atau pihak
yang terkait dengan memperlihatkan bukti yang kuat.
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B. Saran-saran
1. Untuk terlaksananya fungsi-fungsi manajemen dalam meningkatkan
pengelolaan wakaf secara maksimal agar kiranya ada kerjasama antara wakif
dan nadzir serta pihak-pihak yang terkait sehingga tercapai tujuan yang di
inginkan bersama demi pengembangan dan kemakmuran wakaf kedepannya.
2. Para nadzir dan pihak yang terkait harus aktif dalam pengembangan dan
pengelolaan wakaf, karena siapa lagi yang memajukan wakaf kalau bukan dari
nadzir dan pihak pengelola yang terkait.
3. Diharapkan agar pemerintah setempat memberi dorongan dan dukungan baik
berupa moril agar peningkatan wakaf di Kelurahan Bontonompo Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa berjalan sesuai yang diinginkan, sehingga tidak
ada lagi kendala-kendala yang terjadi yang dapat menghambat peningkatan
pengelolaan wakaf di Kecamatan Bontonompo.
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